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RINGKASAN

Krisis yang melanda bangsa Indonesia menimbulkan beberapa akibat yang salah
satunya adalah terjadinya ketidakstabilan dalam bidang ekonomi Ketidakstabilan
tersebut menyebabkan banyaknya usaha masyarakat yang mengalami kebangkrutan
sehingga mengakibatkan banyaknya kredit macet terutama pada bank- bank pemerintah.
Setelah dilakukan penagihan dan ternyata debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya
(wanprestas) untuk melunasi hutangnya, maka bank tidak dapat begitu saja mengambil
alih obyek jaminan debitur yang wanprestasi, namun harus melalui mekanisme yang ada
baik melalui Pengadilan Negeri untuk kredit macet pada bank milik swasta atau melalui
badan lain yang oleh Undang- undang diberi kewenangan untuk menyelesaikannya, yakni
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berdasarkan Undang- undang Nomor 49
Prp. 1960 tentang PUPN diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara piutang
Negara pada kredit macet bank milik Pemerintah. Namun dalam tulisan ini penulis akan
lebih menekankan pembahasan mengenai “PENILAIAN BENDA JAMINAN OLEH
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PELELANGAN BAGI PELUNASAN
KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH"

Tujuan utama penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat
mencapai gelar Sarjana Hukum dan selain itu untuk mengetahui dan membahas
permasalahan yaitu

1. Bagaimanakah pelaksanaan penilaian benda jaminan oleh PUPN ?
2. Apa kendala yang muncul dan bagaimana upaya penyelesaian permasalahan bila
timbul dalam pelaksanaan penilaian benda jaminan ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur apabila menderita kerugian akibat
penilaian benda jaminan ?
. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan yuridis
normatif Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari sumber
bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dari studi wawancara dengan
narasumber yang berkepentingan dan studi Iteratur. Kemudian diolah dengan metode
deskriptif kualitatif dari hasil analisa tersebut akan diperoleh kesimpulan yang ditarik
secara deduktif.

Hasil pembahasan dari skripsi ini bahwasanya dalam suatu lelang eksekusi yang
dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) terdapat tahap yang berkatan dengan objek
Jaminan. Objek jaminan ini sebelum pelaksanaan eksekusi lelang harus ditetapkan nilai
atau harganya. Penetapan nilai atau harga dari suatu benda jaminan dilakukan oleh suatu
tim yaitu tim penilai internal KP2LN yang terdiri dani 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang. Hal
ini sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan
Lelang Negara Nomor KEP- 25/ PL/ 2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang
Negara Bab IX tentang penilaian terutama pasal 66 sampai dengan pasal 102

Dalam penetapan nilai objek jaminan, terdapat beberapa macam nilai yaitu Nilai
Pasar yaitu nilai yang terdapat pada masyarakat umum atau nila: yang berlaku di pasaran
, Nilai Likuidasi adalah nilai yang diperoleh setelah memperhatikan faktor dan resiko-
resiko objek penilaian. Nilai Likuidasi inilah yang akan dipakai dalam suatu pelelangan
yang disebut sebagai Nilai Limit yaitu nilai pokok terendah pada pelelangan

X111
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Permasalahan yang timbul dalam penilaian benda jaminan ini adalah bahwasanya
terjadi pada waktu penelitian dilapangan atau teknis pelaksanaanya dan pada waktu
pembuatan laporan penilaian oleh tim penilai. Pada segi tekmis yaitu lokasi objek yang
Jjauh dari jangkauan sarana transportasi maupun telekomunikasi, pegawai bank yang telah
berganti sehingga pegawai baru kurang paham akan objek jaminan yang bersengketa.
Sedangkan pada waktu pembuatan laporan penilaian kendala yang sering terjadi adalah
penetapan harga yang benar- benar bisa dipertanggungjawabkan serta para aparat desa
yang kurang kooperatif dalam penetapan suatu nilai atau harga. Untuk mengatasi hal- hal
tersebut terutama adalah pihak petugas tim penilai harus meminta bantuan dari pihak
berkompeten seperti petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), petugas Notans/PPAT
maupun petugas bank yang berkatan. Disamping itu untuk penetapan nilai akhir nantinya
tim penilai dapat mempertimbangkan atau mengurang: dengan resiko- resiko objek
jaminan yang besarnya 30% (tiga puluh persen).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa bank dalam menyalurkan kreditnya
harus benar- benar yakin bahwa debitur mampu mengembalikan kreditnya, petugas bank
dapat memakai pedoman 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition
of economic.Petugas penilai benda jaminan pada KP2LN harus benar-benar professional
tanpa berpihak pada kepentingan pihak yang bersangkutan Perlindungan hukum bagi
debitur yang merasa dirugikan adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Negeri setempat agar keputusan lelang dibatalkan

Saran yang pemulis berikan adalah sebaiknya para pithak yang terkan dalam
peristiwa ini yaitu bank sebagai kreditur, nasabah sebagai debitur dan pthak KP2LN
sebagai pihak yang bertugas menyelesaikan kasus ini sebaiknya saling mendukung dan
tidak saling mempersulit keadaan khususnya debitur kredit macet. Pegawai bank juga
harus benar- benar teliti dalam memberikan krednt kepada para nasabah, sedangkan
petugas penilai benda jaminan harus benar- benar profesional agar hasil dari penilaian
berupa harga lelang tidak terpengaruh oleh pihak yang bersangkutan

X1y
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BABI1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang giat dalam
melaksanakan pembangunan di berbagai bidang Upaya yang dilakukan adalah
mengolah dan memanfaatkan sumberdaya yang yang dimiliki seoptimal mungkin demi
peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup
adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan sedangkan hambatan
dan kesulitan yang mungkin timbul adalah berkenaan dengan pengadaan modal usaha.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dibidang perekonomian ini, salah
satu bidang yang sangat berpengaruh adalah bidang perbankan. Keberhasilan bidang
perbankan dalam memainkan perannya didalam pembangunan nasional dapat
mempengaruhi kehidupan sebagian masyarakat menjadi lebih baik dari yang
sebelumnya. Mengingat perbankan merupakan salah satu penyangga sektor ekonomi di
Indonesia, maka perlu dilakukan perbaikan dan pengmnba:igm secara terus menerus
terhadap sektor perbankan, hal ini dimaksudkan agar kegiatan perbankan yang ada dapat
semakin baik, sehat dan kokoh sehingga dapat terus berkembang dan maju dalam
peranannya untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Bank merupakan
lembaga keuangan yang peranannya sangat penting dalam bidang perbankan.

Peran Bank dalam hal ini semakin dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha
sebagai lﬂml;aga yang menjalankan kegiatannya berupa menghimpun dan menyalurkan
dana dari dan kepada masyarakat yang memerlukannya Salah satu usaha yang dapat
dilakukan oleh Bank adalah dengan memberikan kredit. Sesuai dengan kenyataan yang
ada sekarang ini, telah banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kredit dari Bank
diantaranya adalah sebagai modal kerja atau sebagai tambahan modal untuk
pengembangan usahanya.
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Krisis yang melanda bangsa Indonesia menimbulkan beberapa akibat yang salah
satunya adalah terjadinya ketidakstabilan dalam bidang ekonomi. Ketidakstabilan
tersebut menyebabkan banyaknya usaha masyarakat yang mengalami kebangkrutan
sehingga mengakibatkan banyaknya kredit macet terutama pada bank- bank pemerintah.
Setelah dilakukan penagihan dan termvata debitur tidak juga melaksanakan
kewajihalmnya (wanprestasi) untuk melunasi hutangnya, maka bank tidak dapat begitu
saja mengambil alih obyek jaminan debitur yang wanprestasi, namun harus melalui
mekanisme yang ada baik melalui Pengadilan Negeri untuk kredit macet pada bank
milik swasta atau melalui badan lain yang oleh Undang- undang diberi kewenangan
untuk menyelesaikannya, yakni Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang
berdasarkan Undang- undang Nomor 49 Prp. 1960 temtang PUPN diberikan
kewenangan untuk menyelesaikan perkara piutang Negara pada kredit macet bank milik
Pemerintah.

Pasal 1 angka 11 Undang- undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan
Undang- undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara Bank dengan pihak lain yang
mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.

Kredit merupakan bentuk kepercayaan pihak Bank kepada masyarakat terutama
pengusaha yang mempunyai prospek untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat
dikatakan bahwa kredit merupakan suatu usaha dari Bank untuk menyediakan modal
pembangunan. Dengan adanya kredit, Bank memperoleh pendapatan dari selisih antara
bunga yang ditarik dari masyarakat (bunga kredit) dengan bunga yang diberikan (bunga
simpanan) sehingga dalam hal ini timbullah suatu keuntungan bagi Bank.

[
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Secara yuridis, perjanjian kredit pada dasarmya adalah suatu perjanjian pinjam
meminjam antara kreditur dan debitur yang prestasinya ditentukan menurut jangka
waktu. Sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam maka hal tersebut didasarkan pada
pasal 1754 KUHPerdata, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa-

pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan

kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu uang yang menghabis karena

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

Menurut pasal 1759 KUHPerdata, pihak yang meminjamkan tidak dapat
meminta kembali uang yang dipinjamkan sampai berakhirnya jangka waktu yang telah
disepakati sedangkan menurut pasal 1763 KUHPerdata pihak peminjam mempunyai
kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam dengan jumlah yang sama pada
waktu yang telah ditentukan Kenyataannya banyak pengusaha / debitur yang tidak dapat
memenuhi kewajibannya mengembalikan kredit yang telah disalurkan kepadanya
sehingga dikategorikan sebagai kredit bermasalah ataupun sebagai kredit macet,

Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi Bank maupun bagi nasabah yang
menyimpan uang di Bank tersebut. Dengan adanya kredit macet, Bank tidak dapat
menyalurkan kembali uang tersebut yang tersangkut pada debitur kredit macet dan bila
hal ini tetrjadi dalam jumlah yang besar maka akan mempengaruhi kesehatan Bank
bersangkutan

Bank sebelum memberikan kredit sudah melakukan penelitian pada calon
debitur dan dalam penelitian tersebut Bank juga memeriksa benda yang dijadikan
agunan atau jaminan bagi kreditur tersebut karena pada prinsipnya Bank tidak akan
memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Penjaminan benda jaminan tersebut
merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (perjanjian accessoir) yang disertakan
pada perjanjian pokoknya saja yaitu perjanjian (hutang- piutang) Dengan adanya
jaminan tersebut, maka bila sampai terjadi kredit macet Bank dapat memanfaatkan
jaminan tersebut sebagai pelunasan hutang debitur melalui prosedur penanganan kredit
macet yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu bagi bank swasta penyelesaian
kredit macet melalui Pengadilan Negeri, sedangkan bagi bank pemerintah berdasarkan
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Undang- undang no.49 Prp tahun 1960 tentang PUPN penyelesaian kredit macet
melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 61/ KMK/
08/ 2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ditetapkan bahwa penanganan kredit
macet dari bank- bank pemerintah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan
Lelang Negam ( DJPLN ) melalui organ pelaksananya Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara ( KP2LN ). Penilaian benda jaminan dilaksanakan oleh Kantor
Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) yang dalam prakteknya dijalankan
oleh Seksi Pengelolaan Barang Jaminan yang didalamnya terdapat tim penilai yang
disebut tim taksasi.

Tim Penilai inilah yang akan menetapkan besarnya nilai atan harga benda
jaminan yang disebut nilai likuidasi yang terlebih dahulu dibandingkan dengan objek
pembanding atau nilai resiko- resiko dan nilai pasar. Nilai likuidasi ini adalah nilai yang
digunakan sebagai nilai limit atau terendah dalam proses pelelangan.

Tahap awal setelah menerima penyerahan perkara kredit macet dari bank
pemerintah, PUPN memanggil debitur untuk menyelesaikan kewjibannya secara
sukarela. Apabila teryata debitur tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, maka
PUPN mengeluarkan surat perintah penyitaan atas benda yang dijadikan jaminan oleh
debitur atau penanggung hutang Proses penyitaan ini dilakukan oleh juru sita negara
dengan membuat berita acara.

Barang- barang atau benda jaminan yang disita tersebut dapat dikeluarkan surat
penetapan penjualan lelang dan selanjutnya dilakukan eksekusi dengan penjualan lelang
melalui kantor lelang, sebagai upaya terakhir untuk memenuhi kewajiban debitur dalam
penyelesaian kredit macetnya pada bank Barang- barang tersebut sebelum dilelang
ditetapkan dulu nilainya yang dilakukan oleh tim penilai dari KP2LN.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik
untuk mengajukan penelitian yang kemudian disusun dalam suatu skripsi dengan judul:
“PENILAIAN BENDA JAMINAN OLEH KANTOR PELAYANAN PIUTANG
DAN LELANG NEGARA JEMBER BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN
PELELANGAN BAGI PELUNASAN KREDIT MACET PADA BANK
PEMERINTAR”.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya ruang lingkup dalam penulisan skripsi
ini guna menghindari adanya penulisan menyimpang dari pokok permasalahan yang
ada. Pembahasan skripsi ini di khususkan mengenai “Penilaian Benda Jaminan Oleh
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jember Berkaitan Dengan Pelaksanaan
Pelelangan Bagi Pelunasan Kredit Macet Pada Bank pemerintah™.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dan dkaji dalam penulisan skripsi disini adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan penilaian benda jaminan oleh KP2LN ?
2. Apa kendala yang muncul dan bagaimana upaya penyelesaian yang timbul
dalam pelaksanaan penilaian benda jaminan 7
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur apabila menderita kerugian akibat

penilaian benda jaminan 7
1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah berupa tujuan
umum dan tujuan khusus, yaitu - )
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1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir akademis sebagai persyaratan
yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember.

2. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dan

. menambah wawasan.

3. Untuk dipersembahkan kepada almamater sebagai karya tulis ilmiah yang
berguna bagi kalangan umum dan akademis.

1.4.2 Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses pelaksanaan penilaian benda
jaminan oleh PUPN.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan permasalahan apa saja yang timbul
dalam proses penilaian benda jaminan oleh PUPN.
3. Mencari dan menemukan upaya- upaya mengatasi permasalahan dalam
pelaksanaan penilaian benda jaminan oleh PUPN.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan merupakan usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran
pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah tersebut dapat dicari dengan
menggunakan metode ilmiah, yaitu dengan menggali, mengolah, dan merumuskan data
schingga masalah dapat disclesaikan. Metode ilmiah dapat juga dikatakan sebagai
prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.Dengan demikian, untuk
mendapatkan ilmu harus memenuhi syarat- syarat yang tercantum di dalam metode
ilmiah (Bambang Sunggono, 1996:46) Sebagai usaha untuk mendapatkan ilmu,
diperlukan metode- metode tertentu guna mengumpulkan data, menganalisa data,
hingga penarikan suatu kesimpulan,
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1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalzh penelitian
yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelash peraturan
perundang- undangan, teori- teori hukum dan pendapat Sarjana Hukum (Ronny Hanitijo
Soemitro, 1990:10),

1.5.2 Bahan Hukum

Lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara hukum yang diperoleh langsung
dari masyarakat dan bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986 :12). Dalam penlisan ini
penulis menggunakan dua macam sumber hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah .bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti
dari tangan pertama dan belum diuraikan oleh orang. Bahan hukwm ini dapat
diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang- undangan,
yurisprudensi dan traktat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 11).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah sumber hukum tertulis guna mendapatkan sumber
hukum sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti literature-
literature, beberapa peraturan perundang- undangan yang berhubumgan dengan
permasalahan ini dan sumber hukum lainnya .

1.5.3 Metode Pengumpulan Dan Analisis Hukum

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal ada tiga jenis metode pengambilan
bahan hukum, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau cbservasi, dan
wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 1986 :21)
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Penulis dalam skripsinya hanya akan memakai dua dari tiga metode
pengambilan bahan hukum, yaitu :

a. Studi dokumen adalah dengan cara mempelajani dan menelaah buku- buku yang
berhubungan dengan masalah yang di bahas.

b. Interview adalah pengumpulan bahan hukum dengan melakukan wawancara atau
bertanya jawab langsung. Interview atau wawancara adalah merupakan Tanya jawab
secar lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Ronny Hanitijo
Soemitro , 1990:71). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak
Dony Sasmita, S.H dan Bapak Adi selaku pegawai KP2LN Jember

Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sumber hukum yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan
maupun dari penelitian kepustakaan dilakukan analisis deskriptif kualitataif yaitu
metode atau pembahasan untuk memperoleh gambaran singkat dari suatu masalah
yang didasarkan pada analisis yang diuji dengan norma- norma atau kaidah hukum
masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian dibuat kesimpulan melalui
metode deduktif Metode deduktif adalah penjelasan kerangka permasalahan dari
teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan keadaan
kenyataan yang terjadi dalam praktek. Apakah terdapat kesesuaian antara dalil
hukum dalam teon dengan kenyataan dalam praktek.
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BAB NI
FAKTA, DASAR HKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Tuan X adalah pemilik UD.H yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 252
Jember yang bergerak dibidang usaha penggilingan padi dan perdagangan beras. Untuk
mengembangkan usahanya ia mengajukan pinjaman kepada PT BBD sekarang Bank
milik Pemerintah Cabang Jember Alun- alun Jalan A Yani No. 3 Jember la mendapat
pinjaman dari Bank dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang pokok : Rp. 740.491.551,00

2. Bunga : Rp. 221 963.668,19

3. Denda L.

4. Ongkos dan beban lainnya - -
Jumlah Rp. 962.455.219,19

Kredit tersebut efektif mulai tanggal 29 Desember 1988 dan jangka waktu
pembayaran pelunasan sampai dengan tanggal 10 Nopember 1990 Jaminan hutang Tn X
diberikan oleh seseorang dengan inisial RMFDZ adalah sebagai berikut -

1. Sebidang tanah sawah tersebut dalam SHM No. 10/Banjarsari luas 7.010 M2
tertulis atas nama RMFDZ terletak di Desa Banjarsari Kecamatan
Bansalsari, Jember

2. Sebidang tanah sawah tersebut dalam SHM No. 12/Banjarsari luas 23 180
M2 tertulis atas nama RMFDZ terletak di Desa Banjarsari Kecamatan
Bangsalsari, Jember

Tn X sebagai debitur masih belum dapat membayar lunas pinjamannya kepada
Bank Kreditur hingga Juli 1991 lalu dinyatakan sebagai suatu kredit macet. Hal ini di
dahului dengan keadaan kredit kurang lancar pada Mei 1990 dan kredit yang diragukan
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pada Juni 1990 Tuan X hanya dapat membayar sebesar Rp 70 .000.000,00(tujuk puluh
juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran hutang pokok Rp. 59.508.449,00
2. Pembayaran bunga, denda dan ongkos Rp. 10.491.551,00+
Jumlah Rp. 70.000.000,00

Penyelesaian kredit ini berlangsung lama dikarenakan pada waktu itu
perekonomian di Indonesia mengalami krisis ekonomi dan PT.BBD selaku pemben
kredit yang pertama mengalami masalah keuangan dan akhirnya dimerger menjadi Bank
milik Pemerintah. Bank milik pemerintah lebih lunak dalam penyelesaian kredit
macetnya dibanding bank swasta yang langsung melimpahkan penyelesaian kepada
Pengadilan Bank milik Pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan masalah kredit
macetnya sendiri, tetapi jika tidak berhasil maka wajib diserahkan kepada Pemerintah.

Kredit TnX sudah dikategorikan sebagai kredit macet kemudian Bank milik
Pemerintah selaku kreditur dan Tn X pada tanggal 28 Oktober 2003 menyerahkan
penagihan dan penyelesaian hutang piutang tersebut kepada Kantor Pelayanan Piutang
Dan Lelang Negara Jember (KP2ZLN) , kemudian KP2LN menyerahkan pengurusannya
kepada Panitia Urusan Piutng Negara(PUPN)

KPZLN selaku penyelenggara pengurusan piutang Negara kemudian
melimpahkan pelaksanaan pengurusan piutang Negara kepada PUPN pada Februari
2004, kemudian setelah menerima pelimpahan pengurusan piutang Negara atas nama
Tn.X / UD, H dari Bank krediturnya PUPN memanggil pihak debitur kekantornya untuk
mempertanggungjawabkan penyelesaian piutang Negara yang dimaksud. PUPN
kemudian memberikan surat panggilan agar debitur segera melunasi hutangnya melalui
surat panggilan pertama pada 11 Februari 2004 dan surat panggilan terakhir pada
tanggal 27 Februari 2004, Karena dengan surat panggilan PUPN tersebut pihak debitur
belum juga dapat melunasi hutangnya, maka PUPN mengambil tindakan berikutnya
yaitu sebagai berikut:

1. 19 Juli 2004 menerbitkan “Surat Paksa™ Nomor: SP-606/PUPNC.18/2004

yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
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2. 30 Agustus 2004 menugaskan juru sita piutang Negara menyita benda
jaminan milik debitur dengan surat perintah penyitaan Nomor: SPS-
117/PUPNC. 18.04/2004

3. 9 Maret 2005 mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Dan Lelang Negara cabang Jember untuk melakukan pelelangan umum
terhadap jamina: hutang Tn. X,

4. 28 Juli 2005 mengeluarkan pengumuman lelang pertama dan tanggal 12
Agustus 2005 pengumuman lelang kedua pada Surat Kabar Memorandum:;

5. 20 September 2005 mengeluarkan surat pemberitahuan hasil lelang

Pemberitahuan ini sekaligus sebagai peringatan bahwa pihak kreditur
menghendaki agar pihak debitur segera melunasi hutangnya. Namun sampai dengan
pelaksanaan lelang yaitu pada hari Selasa, 30 Agustus 2005 Tuan X tidak
mengembalikan hutangnya ditambah bunga. Oleh karena itu pihak PUPN mengambil
pelunasan hutang Tuan Hardiyanto dengan menjual belikan lelang barang jaminan milik
debitur yang bersangkutan.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum dari judul skripsi ini yaitu PENILAIAN BENDA JAMINAN
OLEH KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PELELANGAN BAGI PELUNASAN
KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH adalah sebagai berikut :
. KUH Perdata
a. Pasal 1754

Pinjam- meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu uang yang
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang
sama pula.
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b. Pasal 1759 :
Pihak yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali uang yang
dipinjamkan sampai berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati.
c. Pasal 1763 :
Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan dalam
‘ jumlzh dan keadaan yang sama, pada waktu yang ditentukan.

2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
a. Pasal | angka 11 yang berbunyi -
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
b. Pasal 1 angka 23, yang berbunyi :
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada
bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip Syariah.
3. Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang PUPN
4. Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 300/KMK. 01/2002 tentang
Pengurusan Piutang Negara.
5. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor KEP
25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara
2.3 Landasan Teori
2.3.1 Hubungan Hukum Antara Bank dan Kreditur
Hubungan hukum antara bank dengan kreditur adalah bahwa bank merupakan
pemberi pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan uang atau dana yang kemudian
dapat disebut juga sebagai pihak peminjam, dengan demikian bank dapat diartikan
sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang terlebih dahulu diadakan
perjanjian pinjam- meminjam uang antara keduanya Hal ini sesuai dengan pengertian
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kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang- undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan
Undang- undangNo. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu “Kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga”.

ﬂndang- undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang- undsng
nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan walaupun tidak ditemukan secara tegas
hubungan hukum antara bank dengan nasabah, namun dari beberapa ketentuan dapat
disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah diatur oleh suatu
perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 angka 5 Undang- undang Nomor 10
tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro,
deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu”.

Hubungan ini merupakan hubungan yang telah diatur oleh suatu perjanjian yang
dibuat terlebih dahulu antara bank dengan debitur. Perjanjian ini adalah untuk
mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam debitur ditambah biaya lainya.

2.3.2 Pengertian Benda Jaminan Yang Akan Di Lelang

Benda jaminan yang akan di lelang atau disebut jaminan kredit adalah suatu
perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah
hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur
( Gatot Supramono, 1996 :75 ),

Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 ‘ayat 23 memberi definisi
jaminan kredit dengan istilah “agunan yaitu jaminan tambahan yang dis:‘rahkan nasabah
debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah”,

Setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya
yaitu perjanjian utang- piutang yang disebut perjanjian pokok Perjanjian jaminan tidak
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dapat berdiri sendiri melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya apabila perjanjian

pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga selesai, sifat perjanjian yang
demikian ini disebut accessoir ( Gatot Supramono, 1996:76 ).

Fungsi jaminan bagi kreditur ( bank ) atas suatu pemberian kredit, tidak lain

adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi resiko yang mungkin timbul dalam
tenggang wakiu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut ( Hasanuddin Rahman,
1998:163 )

1.

Jenis-jenis jaminan kredit menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan terdiri dari:
Jaminan Umum dan Jaminan Khusus
Yang dimaksud dengan jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan undang-
undang. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KU H Perdata Jaminan
klmsus adalah jaminan vyang timbulnya karena diperjanjikan secara
khusus Penyediaan jaminan khusus itu dikehendaki oleh kreditur karena jaminan
umum kurang memberikan rasa aman.
Jaminan Kebendaan dan Jaminan perorangan
Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai
hubungan langsung dengan benda tertentu milik debitur. Jaminan perorangan adalah
jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu.
Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak
Jaminan atas benda bergerak adalah jaminan dengan obyek benda bergerak, baik
yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang termasuk jaminan atas benda
bergerak adalah gadai dan fidusia. Sedang jaminan atas benda tidak bergerak adalah
jaminan yang obyeknya benda- benda tidak bergerak yang berwujud dan tidak
berwujud. Misalnya hak tanggungan, hipotik dan creditverband
Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai béndanya

.Jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu jaminan dimana benda- benda

yang menjadi obyek jaminan dikuasai secara fisik (nyata) oleh kreditur, misalnya
gadai Jaminan tanpa menguasaibendanya yaitu suatu jaminan dimana kreditur tidak
menguasai bendajaminan secara fisik (nyata), tetapi hanya menguasai dokumen atau
kepemilikan yuridisnya saja Misalnya hak tanggungan, hipotik dan fidusia,
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Disamping pembedaan lembaga jaminan seperti tersebut diatas, ada ahli hukum lain

yang membedakan jaminan sebagai berikut:

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu suatu lembaga jaminan yang obyeknya
berupa benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Misalnya hak
tanggungan, hak hipotik, khususnya untuk obyek benda tidak bergerak yang bukan
tnnain seperti kapal laut dan pesawat udara , gadai dan fidusia.

Jaminan perorangan adalah lembaga jaminan yang tertuju pada pribadi atau
perorangan tertentu (termasuk perusahaan atau badan hukum) yang menjadi
penjamin.Lembaga jaminan ini meliputi personal guarantee, corporate guarantee
dan bank garansi.

Cessie,sebenarnya cessie tidak termasuk lembaga jaminan, namun prakiik
perbankan memasukkan lembaga hukum ini sebagai lembaga jaminan baru Menurut
pasal 613 KUHPerdata cessie adalah penyerahan piutang- piutang atas nama dan
kebendaan tak bertubuh lainnya dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah

tangan yang didalamnya berisi pelimpahan hak- hak atas kebendaan tersebut kepada
orang lain ( M.Khoidin, 2005 : 24 ).

2.3.3 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet berbeda dengan kredit bermasalah, dimana keduanya mempunyai

pengertian yang berbeda, kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet
ditambah dengan kredit- kredit yang memilki kolektibilitas diragukan yang mempunyai
potensi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan
bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dan 2 (dua )masa angsuran ditambah 21 (
dua puluh satu ) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan
Negeri atau BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah
belum tentu atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet ( Hasanuddin Rahman,
1998: 120)
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Kredit macet terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya adalah
dikarenakan oleh pihak nasabah atau pihak dzbitur, yaitu:

1. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya

2. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.

3. Nasabah beritikad tidak baik.

Pmyebai: terjadinya kredit macet lainnya adalah disebabkan ol<h pihak bank sendiri,
yaitu karena:

1. Kualitas pejabat bank kurang professional.

2. Persaingan antar bank yang memaksa bank untuk bertindak spekulatif dalam

mengucurkan kredit kepada nasabah dengan mudah.

3. Hubungan kedalam, yaitu hubungan antara kelompok bank itu sendiri,
pengurus maupun pemegang saham dengan memberikan fasilitas kredit yang
mudah, hal ini terutama pada bank swasta.

4. Pengawsan bank terlalu lemah dalam penyaluran fasilitas kredit (Gatot
Supramono, 1997: 133- 134).

Kredit macet juga menimbulkan akibat yang tidak baik bagi pemberi kredit
maupun bagi nasabah debitur sebagai penerima kredit , karena keduanya sama- sama
akan menanggungnya, yaitu:

1. Bagi Nasabah

Nasabah debitur harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap
bank, karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dilunasi, sehingga jumlah
kewajiban nasabah semakin lama semakin berat.

2. Bagi Bank

Kredit Macet bagi bank juga merupakan persoalan yang serius, Ada dua alasan
yang dapat dikemukakan, yaitu pertama karena dana bank yang disalurkan dalam
bentuk kredit berasal dari masyarakat dan kedua, ‘kmdit macet mengakibatkan bank
kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank Bank yang terganggu
kesehatannya akan sulit melayani permintaan nasbah, seperti permohonan kredit,
penarikan tabungan dan deposito. Keadaan yang demikian ini mempengaruhi pula
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kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang dan dapat lebih jauh lagi izin usaha
bank dapat dicabut oleh pemerintah dan dilikuidasi ( Gatot Supramono, 1997: 135 ).
Penyelesaian kredit bermasalah oleh bank- bank dilakukan dengan 2 (dua )
alternatif, yaitu:
a. Penyelesaian dengan negosiasi:
1. Penjadwalan Kembali (Resceduling )
Yaitu perubahan syarat- syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran
dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, termasuk apabila terjadi atau
tidak terjadi perubahan besarnya angsuran.
2 Penataan Kembali ( Restructuring )
Yaitu perubahan syarat- syarat kredit yang menyangkut penambahan dana
bank dan atau konversi seluruh atau sebagian dan kredit menjadi penyertaan
modal dalam perusahaan.
3 Persyaratan Kembali (Reconditioning )
Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat- syarat kredit yang tidak terbatas
pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan
lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
b. Penyelesaian dengan litigasi
Penyelesaian kredit dengan litigasi ini dilakukan denghn pengajuan gugatan atau
eksekusi kepada lembaga:
1) Pengadilan dengan cara:
a. Gugatan biasa
b. Permohonan eksekusi grosse akta
2) Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN )
Dalam Undang- undang No. 49 Prp Tahun 1960 ditentukan bahwa Panitia
Urusan Piutang Negara bertugas menyelesaikan Piutang Negara yang telah
diserahkan kepadannya oleh instansi pemerintah atau badan- badan Negara
Dengan demikian bagi bank milik pemerintah penyelesaian kredit macetnya
harus dilakukan melalui PUPN, dimana adanya penyerahan piutang macet
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kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih

dialihkan kepadanya ( Hasanuddin Rahman, 1996: 128 ).
2.3.4 Pengertian Pelelangan

Penjualan secara umum atau lebih dikenal dengan lelang sebagai salah satu cara
penjualan barang yang telah cukup lama dikenal namun seringkali pemahaman
masya.raimt awam terhadap lelang sering rancu dengan lelang pengadaan provek atau
barang yang biasa diadakan oleh perusahaan atau pihak pemerintahan yang disebut
sebagai tender. Dalam lelang tender pembeli dalam hal ini perusahaan atau pemerintah
berhadapan dengan dengan para penjual yang menawarkan barang dan jasa, dan yang
dicari adalah harga terendah tetapi telah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan
Sebaliknya lelang yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah lelang menurut
peraturan dalam Vendu Reglement Stb. 1908 No. 189 yaitu seorang penjual berhadapan
dengan sejumlah pembeli yang bersaing untuk mendapatkan barang yang akan dilelang,
pemenang adalah yang menawar dengan harga tertinggi.

Pengertian lelang ini dapat ditemukan dalam pasal 1 Vendu Reglement 1908

yakni lelang adalah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan dimuka umum

dengan cara penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang
makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang- orang yang

diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau
kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli
untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Dari pengertian ini dapat diambil dua hal penting , yaitu:

1) Pengertian lelang terbatas pada penjualan barang dimuka umum. Karena itu
pembeli barang dan pemborongan pekerjaan secara lelang seperti pada
mekanisme pemerintahan yang sering disebut tender tidak termasuk didalamnya.

2) Dalam pengertian lelang harus dipenuhi unsur- unsur:

a. Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang;

b. Didahului dengan pengumuman lelang,

c. Pembentukan harga bersifat kompetitif karena cara penawaran harga yang
khusus, yaitu dengan cara penawaran harga naik- naik, turun- turun, atau
tertulis tanpa memberi prioritas pada pihak manapun;
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d. Memenuhi unsur publisitas karena lelang adalah penjualan didepan umum
artinya ada usaha untuk mengumpulkan peminat;
e Dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, sehingga bersifat cepat dan

efisien.

2.3.5 Pengertian Dan Tata Cara Penilaian Eenda Jaminan

Penilaian menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara atau
perbuatan menilai, jadi penilaian benda jaminan adalah proses atau cara perbuatan
menilai suatu objek jaminan berupa tanah, atau tanah beserta bangunannya dan
kendaraan atau mesin- mesin untuk memperoleh sebuah hasil yang berupa harga-harga
atau nilai.

Penilaian juga bisa diartikan sebagai menaksir harga yaitu menentukan nilai atau
harga perkiraan tertentu dari suatu barang yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan
kepada harga jadi atau pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu ( Agus
Kardono, 1985 : 1).

Tata Cara Penilaian Benda Jaminan

Pelaksanaan penilaian benda jaminan dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan
Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN), yang dalam prakteknya dijalankan oleh Seksi
Pengelolaan Barang Jaminan yang didalamnya terdapat tim penilai yang disebut tim
taksasi,

Sesuai dengan pasal 66 ayat | dan 2 Keputusan Direktur Jendral Piutang dan
Lelang Negara Nomor KEP-25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang
Negara, tim penilai internal dibentuk dengan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
yang beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan 1 (satu) orang sebagai ketua tim
merangkap anggota.
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Pasal 69 Keputusan Direktur Jendral Piutang dan Lelang Negara Nomor KEP-
25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara, menyebutkan bahwa
anggota tim penilai internal dilarang untuk :

a) Bertindak sebagai Pejabat Penjual,
b) Mempunyai kepentingan pribadi baik secara lansung maupun tidak langsung

dengan objek penilaian yang akan dicairkan;

¢) Melaksanakan penilaian diluar tugas pengurusan Piutang Negara; atau

d) Melaksanakan penilaian tanpa penugasan dari Kepala Kantor Pelayanan.
Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas penilaian benda jaminan tim
penilai tidak terpengaruh oleh kepentingan- kepentingan diluar tugasnya,

Tim Penilai dalam melakukan penilaian mengenai benda jaminan ini
memerlukan sumber data atau informasi yang digunakan dalam menentukan nilai pasar.
Sumber data atau informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan
nilai pasar adalah untuk :

a, Benda jaminan berupa tanah adalah:

&

Data transaksi / keterangan harga dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, lurah,
kepala desa, kepala dusum, atau perusahaan setempat yang bergerak di
bidang property;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan setempat;

Data harga penjualan melaui lelang, dan

Informasi dari media cetak / elektonik dan informasi dari masyarakat
setempat sebagai sumber data tambahan

b. Benda jaminan berupa bangunan adalah

Data standar harga bangunan yang dikeluarkan oleh lembaga / instansi
pemerintah, Perumnas, Bank Tabungan Negara Real Estat Indonesia, dan
atau Gapensi,

Nilai Jual Objek Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
setempat,

Jurnal Bahan Bangunan, Konstruksi dan Interior.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

c. Benda jaminan berupa kendaraan dan mesin- mesin adalah :

a.
b.

C.

Dealer, distributor, agen atau pabrik pembuatnya;
media cetak / elektronik; dan atau
Kantor SAMSAT setempat.

Milai Pasar adalah nilai- milai atau harga yang berlaku bagi benda jaminan

te.rl‘ladap- nilai yang terdapat atau berlaku di masyarakat umum atau pasaran. Sebelum

- tim penilai menetapkan nilai pasar maka tim ini dapat melakukan penelitian atau
pengecekan benda jaminan, Faktor- faktor yang dapat dipakai sebagai pertimbangan
dalam menentukan nilai pasar adalah -

a. Untuk tanah atau tanah berikut bangunan adalah sebagai berikut :

1.

Lokasi dan peruntukan kawasan (zonming), seperti daerah perkotaan,
pedesaan, pemukiman penduduk, kawasan komersial, atau industri;

Bentuk tanah, seperti persegi-empat atau tidak beraturan

Kondisi fisik, seperti tanah datar, berbukit, tingkat elevasi tanah, tingkat
kesuburan tanah, atau arsitektur bangunan;

Jenis tanah, seperti tanah sawah, pekarangan, tegalan atau tambak;

Sarana jalan/ aksesibilitas, seperti kelas jalan, jalan beraspal, jalan tanah,
dapat dilalui kendaraan roda empat, atau memiliki sarana angkutan umum,;

6. Kondisi lingkungan, seperti daerah elite atau daerah kumubh;

7. Fasilitas umum dan sosial, seperti sarana listrik, air bersih, telepon,

pendidikan, rumah sakit atau pasar,
Status kepemilikan tanah dan atau bangunan, seperti Sertipikat Hak Milik,
Sertipikat Hak Guna Usaha, atau Sertipikat Hak Guna Bangunan; dan
Penyusutan, sebagai faktor pengurang nilai bangunan yang disebabkan oleh :
a. Kerusakan fisik (penyusutan teknis); .
b. Kemunduran fungsional;

c. Kemunduran ekonomis.

b. Untuk mesin- mesin adalah sebagai berikut :

1.
2,

Kondisi fisik;
Tahun pembuatan;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

22

3. Dokumen pemilikan, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Bukti
Pemilikan Kendaraan atau faktur pembelian, dan

4. Penyusutan.

Metode penilaian yang digunakan untuk menilai benda jaminan adalah
menggunakan Pendekatan Penilaian Data Pasar dan atau Biaya dengan rincian sebagai
berikut:

1. Untuk tanah atau tanah berikut bangunan digunakan pendekatan data pasar;

2. Untuk penilaian bangunan digunakan pendekatan data pasar atau pendekatan

biaya;

3. Untuk penilaian kendaraan dan mesin- mesin adalah dengan menggunakan
sumber data sebagaimana dimaksud dalam sumber data untuk menentukan
nilai pasar untuk mesin- mesin yaitu dari dealer, media cetak atau elektronik,
dan kantor SAMSAT.

Cara dalam pendekatan data pasar, untuk menetapkan nilai tanah dilakukan

sebagai benkut -

1) Mengumpulkan seluruh data- data yang diperiukan menyangkut tanah atau tanah
berikut bangunan yang akan dinilai;

2) Mengumpulkan data- data transaksi penjualan yang digunakan sebagai pembanding

Data transaksi penjualan yang digunakan sebagai pf:nihanding nilai tanah dapat
diperoleh dari sumber- sumber data transaksi / keterangan harga dari Pejabat Pembuat
Akta Tanah, lurah, kepala desa, kepala dusun atau perusahaan setempat yang bergerak
di bidang properti dengan ketentuan bahwa :

1) Waktu terjadinya transaksi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir:

2) Lokasi objek pembanding berdekatan atau berada di sekitar tanah yang akan
dinilai; dan '

3) :Mempunyai kategori kegunaan yang sejenis dan karakteristik yang
mendekati sifat fisik objek penilaian.

Objek penilaian berupa tanah kosong dan objek pembanding berupa tanah

dengan bangunan diatasnya, maka nilai objek pembanding adalah dengan mengurangi
objek pembanding dengan nilai bangunan diatasnya sehingga diperoleh nilai atas tanah
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kosong tersebut. Setelah diperoleh nilai atas tanah kosong tersebut kemudian dilakukan
proses penyesuaian dengan cara menambah atau mengurangi faktor- faktor yang
melekat pada objek pembanding (lihat halaman 20 ) dengan persentase/ jumlah tertentu
berdasarkan hasil analisa tim penilai internal.

Besarnya persentase atau jumlah tertentu dari faktor - faktor penyesuaian
dijumlﬁhican seluruhnya untuk memperoleh total penyesuaian Total penyesuaian
dipergunakan untuk menentukan besarnya Nilai Indikasi masing- masing objek
pembanding. Kemudian nilai indikasi diberi pembebanan atau pembobotan yang
besarnya ditentukan berdasarkan analisa Tim Penilai Internal. Nilai pasar objek
penilaian diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai setelah pembebanan atau
pembobotan.Namun terkadang data transaksi penjualan tanah sebagai objek
pembanding tidak diperoleh, maka dapat digunakan data harga lelang atau Nilai Jual
Objek Pajak untuk penetapan Nilai Pasar.

Penetapan Nilai Pasar berdasarkan data Nilai Jual Objek Pajak, perhitungannya
dilakukan dengan cara membandingkan antara Nilai Jual Objek Pajak dengan indikasi
Nilai Pasar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Dalam hal Nilai Jual Objek Pajak lebih besar dari indikasi Nilai Pasar,

penetapan Nilai Pasar objek penilaian dihitung paling rendah sama dengan
Nilai Jual Objek Pajak: '

2) Dalam hal Nilai Jual Objek Pajak lebih rendah dari indikasi Nilai pasar,
penetapan Nilai Pasar dihitung paling rendah sama dengan hasil rata- rata
dari Nilai Jual Objek Pajak dan indikasi Nilai Pasar.

Indikasi Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada penetapan Nilai pasar
menggunakan NJOP dapat merupakan perkiraan Nilai Pasar yang terbentuk dalam suatu
wilayah letak objek penilaian berada. Data mengenai indikasi Nilai Pasar diperoleh dari
aparat pemerintahan desa atau kelurahan setempat.
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Keterangan harga secara tertulis dari pemerintahan desa atau kelurahan setempat
dapat digunakan sebagal satu- satunya sumber data atau informasi dalam penetapan
Nilai Pasar, dalam hal :

a) Data transaksi yang digunakan sebagai ojek pembanding tidak ada;

b) Data harga lelang tidak ada, dan

¢) Objek penilaian belum terdaftar sebagai objek pajak.

Metode penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai bangunan adalah
dengan menggunakan
1) Pendekatan Data Pasar; atau
2) Pendekatan Biaya.

Pendekatan Data pasar digunakan dalam hal bangunan sebagai objek
pembanding mempunyai sifat, karakteristik, bahan material dan konstruksi yang serupa
dengan objek penilaian. Dalam menentukan Nilai Pasar bangunan dikakukan juga untuk
mempertimbangkan faktor umur bangunan, disain dan bahan matenial.

Pendekatan Biaya dilakukan dengan cara menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk mendirikan bangunan baru pada waktu Penilaian dilakukan,
dikurangi dengan penyusutanPenyusutan dalam penghitungan Nilai Pasar untuk
bangunan terdiri dari :

1. Penyusutan ieknis,
2. Kemunduran fungsional; dan
3. Kemunduran ekonomis.

Penetapan Nilai Pasar untuk kendaraan dan mesin- mesin digunakan data yang
diperoleh dan sumber data :

1. Dealer, distributor, agen atan pabrik pembuatnya;
2. Media cetak atau elektronik; dan atau .
3. Kantor SAMSAT setempat.

Data ini merupakan data dan barang- barang yang sama, hampir sama atau

sejenis dengan objek penilaian. Penyesuaian juga dilakukan dengan membandingkan
antara data yang diperoleh dengan objek penilaian. Hasil yang diperoleh setelah
dilakukan penyesuaian merupakan Nilai Pasar untuk kendaraan dan mesin- mesin.
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Kendaraan dan mesin- mesin kadang sudah dikategorikan sebagai besi tua. Hal
ini dikarenakan kendaraan dan mesin- mesin sebagai benda jaminan sudah tidak bernilai
lagi, atau dengan perincian sebagai berikut :

a) Sudah tidak dapat berfungsi lagi atau rusak berat;
b) Memerlukan biaya perbaikan atau penggantian lebih dari 75 % dari biaya perolehan.

Bagian ferakhir dari penilaian benda jaminan sdalsh dengan membuat Japoran
penilaian untuk menetapkan besarnya Nilai Pasar dan penetapan Nilai Likuidasi. Nilai
Likuidasi diperoleh dengan cara mengurangi Nilai Pasar dengan resiko- resiko yang
melekat pada objek penilaian.

Resiko objek penilaian yang dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut :

1. Resiko untuk tanah dan bangunan adalah :
a. Resiko penguasaan atas tanah, yaitu tanah yang:

1. Diatasnya berdiri bangunan pihak ketiga;

Ada penggarap, baik penggarap resmi maupun penggarap liar;
Ada kuburan,

Dikontrakkan dalam waktu tertentu;

Disewakan terus- menerus; dan atau

Dikuasai secara tidak sah.

b. Resiko pengosongan, yaitu bangunan dihuni :

R S

1. Oleh penanggung hutang dan atau penjamin hutang;
2. Oleh pengontrak;
3. Secara tidak sah;
4. Secara sewa permanen.
c.Resiko penjualan melalui lelang :
1. Bea lelang dan uang miskin;
2. Resiko waktu; dan
3. Resiko cara pembayaran.
2 Resiko untuk kendaraan dan mesin- mesin yang dapat diperhitungkan adalah :
a. Resiko penguasaan :
1. Dikuasai oleh penanggung hutang dan atau penjamin hutang,
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2. Dalam penguasaan pihak lain.
b. Resiko penjualan melalui lelang :
|. Bea lelang dan uang miskin;
2. Resiko waktu;
3. Resiko cara pembayaran.
ﬁmmya resiko untuk penjualan melalui lelang adalah sebagai berikut -

1) Resiko bea lelang dan uang miskin adalah sebesar 4,9% (empat koma sembilan
persen) untuk barang tidak bergerak dan sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen)
untuk barang bergerak;

2) Resiko waktu adalah 5% (lima persen);

3) Resiko cara pembayaran adalah 5% (lima persen).

Penctapan besarnya total resiko untuk barang bergerak maupun tidak bergerak paling

tinggi 30% (tiga puluh persen).

2.3.6 Tugas Dan Wewenang KP2LN

Tugas pokok dan fungsi KP2LN berdasarkan pasal 22 dan pasal 23 Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK 01/2001 tanggal 23 Juli 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutag dan Lelang
Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara : '
Tugas pokok KP2LN adalah:
Pasal 22: “kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas
melaksanakan pengurusan piutang Negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku™.Sedangkan fungsinya tertuang dalam pasal 23, yaitu:
Dalam melaksanakan tugas, KP2LN mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan
kemampuan penangung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang
jaminan;

2. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan penanggung hutang atau penjamin
hutang serta harta kekayaan lain milik penanggung hutang;
3. Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang;
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Pengusulan pencegahan, pengusulan, dan pelaksanaan paksa badan serta
penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan utang Negara,

. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek

lelang;

Penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minut risalah
]e::la.ng serta pembuatan salinan, petikar, dan grose risalah lelang;

Pelaksanaan penggalian potensi piutang Negara dan lelang;

Pelaksanaan penggalian superitendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta
pengawasan Balai Lelang dan Pengawasan pelaksanaan lelang pada PT.
Pegadaian ( Persero ) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani ( Persero );
Inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan dan pemasaran barang
jaminan;

Pelaksanaan registrasi dan pefiata usahaan berkas kasus piutang Negara dan
lelang;

Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang
dan hasil lelang;

Pelaksanaan administrasi KPZLN,

Susunan Organisasi KP2LN Jember termasuk dalam tipe A yang berdasarkan

Bab I Bagian kedua Pasal 25 Keputusan Menteri Kenangan Repub]ik Indonesia Nomor
: 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 terdin dan :

L

N o A W N

Sub Bagian Umum;

Seksi Piutang Negara,

Seksi Pengelolaan Barang Jaminan;
Seksi Pelayanan Lelang;

Seksi Dokumentasi dan potensi Lelang;
Seksi Informasi dan Huku;'u;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2ZLN ) tipe B tidak tedapat Seksi
Dokumentasi dan Potensi Lelang, hal inilah yang membedakan dengan KP2LN tipe A
sedangkan tentang wilayah tidak membedakan antara tipe A dan B.
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Bagan struktur KP2ZLN Jember adalah sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT JENDRAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Direktorat Jendral Piutang

28

dan Lelang Negara
Sekretariat Direktorat
Jendral
Direktorat Direktorat Piutang Direktorat Direktorat
Piutang Negara Non Lelang Negara Informasi dan
Nega.ra Perbankan Hulom
Perbankan
Kantor Wilayah
Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang
Negara tipe A
Sub.Bagian Umum
Seksi Seksi SeksiDokumentasi Seksi Penglola Seksi
Piutang Pelayanan dan Potensi Lelang Barang Informasi dan
Negara Lelang Jaminan Hukum

|

Kelompok Pejabat Fungsional
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Tujuan KP2LN Jember disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang
diembannya sesuai dengan peraturan- peraturan yang berlaku yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan pengurusan Piutang Negara;

2. Meningkatkan hasil Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Piutang
dan Lelang Negara;

3. Memngkatkan pelayanan dan hasil lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara;

4. Melaksanakan Penggalian potensi piutang dan lelang Negara.

KPZLN Jember merupakan unit kerja eselon III di Lingkungan DJPLN. Tugas
KP2LN adalah melaksanakan tugas pelayanan piutang dan lelang. Adapun piutang
Negara yang diurus oleh KP2LN adalah piutang Negara yang berasal dani kredit macet
pada bank- bank pemerintah, BUMN/BUMD, dan Instansi Pemerintah.

Wilayah kerja KP2LN Jember meliputi daerah Kabupaten Bondowoso,

Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten
Jember.
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3.1 Pelaksanaan Penilaian Benda Jaminan

Ketentuan yang mengatur suatu proses eksekusi pelelangan oleh PUPN adalah
Undang- undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
Panitia cabang setelah menerima penyerahan pengurusan piutang Negara dengan
menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), maka secara yuridis
pengurusannya beralih ke PUPN, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh KP2LN.
Proses penilaian benda jaminan merupakan bagian dari proses pengurusan piutang
Negara, yang tahapannya adalah sebagai berikut :
1. Surat Panggilan

KPZLN melakukan panggilan secara tertulis kepada Penanggung Hutang dalam
rangka penyelesaian hutang. Dalam hal Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan,
KPZLN melakukan panggilan terakhir secara tertulis paling lambat dalam waktu 7
(tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan
2, Pernyataan Bersama

Dalam hal Penanggung Hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas
kemauan sendiri, KP2LN melakukan wawancara tentang kebenaran atau kepastian
adanya dan besarnya Piutang Negara serta cara- penyelesaiannya.

Pernyataan Bersama ini merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi
PUPN karena pernyataan Bersama mempunyai kekuatan sempurna dan kekuatan
memaksa. Kekuatan pelaksana Pernyataan Bersama seperti putusan hakim dalam
perkara perdata yang berkekuatan pasti dimana Pernyataan Bersama berkepala 4
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. ‘

Dalam hal Pemyataan Bersama fidak dapat dibuat, Ketua Panitia Cabang
menerbitkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). PJPN diterbitkan apabila .

a. Penanggung Hutang / Penjamin Hutang tidak mengakui jumlah hutang baik
sebagian atau seluruhnya tetapi tidak dapat memberikan bukti- bukti pendukung
yang sah;

30
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b. Penanggung Hutang / Penjamin Hutang mengakui jumlah hutang tetapi menolak

menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah; atau

c. Penanggung Hutang / Penjamin Hutang tidak memenuhi Panggilan atau

Pengumuman Panggilan.

3. Surat Paksa

S.u_rat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Ketua PUPN Cabang
kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh Imtangnya dalam jangka
waktu 1 x 24 ( satu kali duapuluh empat jam) terhitung sejak tanggal diberitahukan.

Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal -

a. Penanggung Hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetpkan dalam

Pernyataan Bersama,

b. Penanggung Hutang menandatangani Pernyataan Bersama dan tidak

melunasinya;

c. Telah diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara.

Surat Paksa berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”, sehingga mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim dalam perkara
perdata yang mempunyai kekuatan hokum tetap.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara dengan membacakan dan
menyerahkan salinan Surat Paksa, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan
Surat Paksa.

Surat Paksa dapat diberitahukan melalui aparat desa/ kelurahan setempat,
apabila pemberitahuan Surat Paksa tersebut tidak dapat dilaksanakan, atau ditempat
tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain yang memungkinkan tidak
ditemui seseorang.

4 Penyitaaln

Setelah lewat wakiu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat ) jam sejak Surat Paksa

diberitahukan, Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya, PUPN Cabang

menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, yang memuat sekurang- kurangnya :

a. Pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan;

b. Dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan;
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¢. Perintah kepada Kepala KPZLN untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara

melakukan penyitaan;

d. Uraian barang yang disita;

e. Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penyitaan; dan

f. Tanda tangan Panitia Cabang,

Ijaiam hal yang disita berupa tanah atau tanah beserta bangunannya, dalzin
Berita Acara Penyitaan dicantumkan batas- batas tanah yang disita.

Pelaksanaan penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita
lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Instansi Pajak, atau instansi lain yang
berwenang Terhadap barang tersebut, Jurusita Piutang Negara menyampaikan salinan
Surat Paksa kepada instansi yang lebih dahulu melakukan penyitaan disertai surat
permintaan agar penyitaan yang dilakukan oleh instansi tersebut diberlakukan juga
untuk memenuhi Surat Paksa.

Penyitaan yang telah dilakukan diumumkan agar penyitaan diketahui
masyarakat, serta didaftarkan kepada instansi yang berwenang, sepanjang barang yang
disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku wajib
didaftarkan.

Kewenangan PUPN dalam hal sita eksekusi terhadap barang jaminan / harta
kekayaan bersifat parate eksekusi, dalam arti bahwa PUPN dapat menjalankan sendiri
eksekusi tanpa adanya campur tangan dari pihak Pengadilan Negeri, dan sita yang
dijalankan PUPN mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat semua pihak.
Dengan Surat Paksa, PUPN dapat dan berhak memerintahkan pelaksanaan sita eksekusi
terhadap barang jaminan Penanggung Hutang, sekaligus berhak pula memerintahkan
penjualan lelang terhadap barang milik Penanggung Hutang tersebut.

5. Perintah Penjualan Barang Sitaan :

Setelah dilakukan penyitaan, Penanggung Hutang tidak menyelesaikan
hutangnya, PUPN Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
(SPPBS), yang sekurang- kurangnya memuat :

a. Pertimbangan hukum diterbitkannya SPPBS;

b. Dasar hukum penerbitan SPPBS;
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o

Perintah kepada Kepala KP2LN untuk melaksanakan lelang;
Uraian barang sitaan yang akan dilelang;
Tempat dan tanggal penerbitan SPPBS, dan

e

f. Tanda tangan Panitia Cabang.

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan ini diberitahukan secara tertulis kepada

Pena.nggu ng Hutang dan atau Penjamin Hutang.

Pelaksanaan penilaian benda jaminan dilaksanakan setelah Surat Perintah
Penjualan Barang Sitaan ini diberitahukan atau sebelum lelang dilaksanakan.
Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan untuk menentukan besarnya harga yang
akan digunakan dalam pelelangan objek sitaan.

Pelaksanaan penilaian benda jaminan dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan
Piutang Dan Lelang Negara (KPZLN) Jember, yang dalam prakteknya dijalankan oleh
Seksi Pengelolaan Barang Jaminan yang didalamnya terdapat tim penilai yang disebut
tim taksasi.

Sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Keputusan Direktur Jendral Piutang dan
Lelang Negara Nomor KEP-25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang
Negara, tim penilai internal dibentuk dengan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
yang beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan 1 (satu) orang sebagai ketua tim
merangkap anggota. .

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan dimuka, maka tim penilai melakukan
penelitian lapangan terhadap benda jaminan atas nama penanggung hutang Tn.X / UD.
H pada tanggal 08 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2005. Objek penilaian terdiri
dari 2 (dua) buah tanah pertanian yaitu :

I. Luas tanah adalah 7.010 m2 (tujuh ribu sepuluh meter persegi) terletak di Desa
Banjarsari, Bangsalsari, Jember, Jawa Timur, merupakan wilayah pedesaan
dengan mata pencaharian adalah petani. Kendaraan umum (bis kota, bis antar
kota) dari arah Jember tidak dapat langsung menuju lokasi objek penilaian.
Lokasi tersebut terletak kurang lebih 20 km (dua puluh kilometer) dari Kantor
Desa Banjarsari dan kurang lebih 35 km (tiga puluh lima kilometer) dari Kota
Jember Fasilitas Umum yang terdapat disekitar lokasi adalah jaringan listrik dari
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PLN, jaringan telepon dari PT. Telkom. Fasilitas Sosial yang ada disekitar lokasi
adalah sekolah, pasar tradisional dan tempat ibadah. Jenis hak kepemilikan tanah
ini adalah SHM nomor 10 /Banjarsari atas nama dengan inisial RMDZ yang
terletak di Desa Banjarsari, Bangsalsari, Jember. Bentuk tanah adalah segi empat
tak beraturan. Permukaan tanah relatife datar terhadap daerah sekitarnya.
E-'-e:rdmrkan pengamatan dan informasi penduduk sekitarnya, tanah di daerah
tersebut cocok digunakan untuk pertanian. Berdasarkan keterangan dari aparat
setempat harga tanah objek penilaian ini senilai Rp.1.500,00 per m2 (seribu lima
ratus per meter persegi) dan menurut NJOP senilai Rp. 1.700,00 per m2 (seribu
meter per meter persegi).Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian
objek penilaian pertama ini adalah Pendekatan Data NJOP yang diformulasikan
dengan surat keterangan aparat untuk nilai tanah. Berdasarkan hasil analisa dan
penilaian terhadap Objek Penilaian, serta mempertimbangkan berbagai faktor
yang mempengaruhi nilai , tim Penilai menyimpulkan bahwa : Nilai pasar tanah
adalah sebesar Rp. 11.917.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh belas juta
rupiah) sedangkan untuk Nilai Likuidasi Tanah adalah sebesar Rp. 8.341.900,00
(delapan juta tigaratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). Tim Penilai
ini diketuai oleh Bapak Hadi Susilo,dengan anggota Bapak Dony Sasmita, SH
dan Tbu Dhinna Erviantanto. :

. Objek penilaian kedua adalah tanah pertanian dengan hak kepemilikan SHM
nomor 12/ Banjarsari atas nama dengan inisial RMFDZ yang terletak di Desa
Banjarsari, Bangsalsari, Jember. Bentuk tanah adalah segi empat tak beraturan,
permukaan tanah relatif datar terhadap daerah sekitar. Berdasarkan pengamatan
dan informasi penduduk sekitarnya, tanah di daerah tersebut cocok digunakan
untuk pertanian. Berdasarkan keterangan dari aparat setempat harga tanah objek
penilaian kedua ini adalah senilai Rp. 1.500,00 per m2 (seribu limaratus
permeter persegi) dan menurut NJOP senilai Rp. 1.700,00 per m2 (seribu tujuh
ratus meter persegi). Metode penilaian terhadap objek penilaian kedua ini adalah
Pendekatan Data NJOP yang diformulasikan dengan surat keterangan aparat
untuk nilai tanah. Kesimpulan dari tim penilai terhadap objek penilaian adalah
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untuk Nilai Pasar Tanah sebesar Rp. 39.406.000,00 (tiga puluh sembilan juta
empat ratus enam ribu rupiah) sedang kan untuk Nilai Likuidasinya adalah Rp.
27.584.200,00 (dua puluh tjuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua
ratus rupiah). Nilai Likuidasi merupakan Nilai pasar dikurangi dengan resiko
tanah atau tanah dan bangunan sebesar 30% (tiga puluh persen) Kemudian Nilai
Llikuidasi dilakukan pembulatan yaitu untuk objek penilsian pertama adalah
Rp.8.345.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan
objek penilaian yang kedua adalah Rp. 27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta
enam ratus ribu rupiah).Nilai Likuidasi inilah yang digunakan dalam proses
lelang yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2005,

Setelah mengetahui besarnya harga jaminan yang berhasil dilelang dan jumlah
hutang yang harus dibayarkan terdapat selisih yang terlalu banyak yaitu jumlah hutang
+ biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% dikurangi dengan hasil bersih
lelang (Rp.1.058.700.740,90 — Rp.36.135.000,00 = Rp.1.022.565.740,90) maka terdapat
3 (tiga) kemungkinan mengenai objek jaminan, yaitu

1. Tuan X masih memiliki barang jaminan yang belum dielang
2. Setelah lelang ini berlangsung hutang tuan X masih harus diselesaikan
pelunasannya atau segera diselesaikan pehmashn sisa hutang
3. Kesalahan pegawai bank sewaktu memberikan kredit yang kurang
memahami keadaan usaha tuan X maupun jenis jaminan hutang,
Namun dilihat dari surat Pemberitahuan Hasil Lelang disebutkan diakhir laporan bahwa
Debitur diharapkan menyerahkan jaminan hutang kepada pemenang lelang serta segera
menyelesaikan sisa hutang berarti hutang ini tetap harus diselesaikan dan masih ada
benda jaminan lainnya. '

Nilai yang diperoleh ini kemudian digunakan dalam lelang yang diadakan pada
tanggal 30 Agustus 2005 dan dimenangkan oleh Sri Pudji Widyati dengan harga
masing- masing Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.
27.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Selanjutnya Tuan X dan
penjaminnya diharapkan segera menyerahkan jaminan hutang dimaksud kepada Saudara
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Sugiono Kuasa dari Sri Pudji Widyati dan serta secepatnya menyelesaikan sisa hutang
kepada KPZLN,

Uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian benda jaminan yang
dilakukan oleh tim penilai atau dalam kescharian disebut tim taksasi pada Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember telah sesuai dengan peraturan
pemndax;g- undangan yang berlaku.

3.2 Kendala Dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Yang Timbul Dalam

Pelaksanaan Penilaian

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dony Sasmita, S.H. pada tanggal 7
Desember 2005 selaku pejabat Tim Penilai KP2LN Jember dapat diketahui kendala-
kendala apa saja yang menyebabkan pelaksanaan penilaian benda jaminan dalam proses
lelang eksekusi PUPN di KP2LN Jember masih belum dapat berjalan optimal. Kendala-
kendala itu sedikit banyak telah mempengaruhi terhadap hasil akhir dari suatu proses
penilaian yaitu laporan penilaian yang didalamnya terdapat Nilai Pasar dan Nilai
Likuidasi. Kendala- kendala ini merupakan sebagai resiko- resiko dari objek penilaian
dalam pelaksanaan penjualan benda jaminan melalui lelang. Kendala- kendala ini terdiri
dari 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Kendala teknis atau kendala dilapangan, yaitu permasalahan yang terjadi

pada waktu penilaian di lapangan, yaitu :

a. Lokasi Objek Penilaian dan Batas- batas dari Objek Penilaian
Lokasi atau letak objek penilaian merupakan faktor yang dipertimbangkan
dalam penilaian benda jaminan berupa tanah atau tanah beserta bangunannya.
Hal im dikarenakan suatu jamimm. yang berupa tanah atau tanah beserta
bangunannya akan mempunyai nilai yang berbeda apabila lokasinya tidak
strategis atau kurangnya sarana fasilitas baik fasilitas umum maupun fasilitas
sosial. Tanah yang terletak didaerah yang berada di pedesaan Jauh dari pusat
perekonomian maupun pemerintahan baik desa maupun kota akan bernilai
rendah bila dibandingkan dengan daerah yang berada di perkotaan yang dekat
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dengan pusat perekonomian dan pemerintahan serta tanah atau tanah beserta
bangunannya yang terletak didaerah yang tersedia fasilitas umum seperti
jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan jaringan telepon dari
PT.Telkom serta fasilitas sosial seperti sekolah, pasar baik pasar tradisional
maupun modern maupun tempat ibadah akan bernilai lebih mahal bila
d.ibandingkan dengan tempat yang tidak tersedia fasilitas umum dan fasilitas
sosial seperti diatas. Disamping itu untuk tanah yang terletak jauh dipelosok
desa jauh dari jangkauan sarana alat transportasi akan berpengaruh terhadap
petugas pemilai objek jaminan karena akan menyulitkan dalam proses
penilaiannya.

Untuk batas- batas dari objek penilaian atau benda jaminan berupa tanah atau
tanah beserta bangunannya juga sering menimbulkan permasalahan pada waktu
pelaksanaan penilaian oleh petugas penilai. Hal ini karena pada waktu penilaian,
pemilik objek penilaian tidak mau bekerjasama atau kurang kooperatif ataupun
pemilik tidak begitu hafal atau ingat batas- batas tanahnya sehingga menyulitkan
penilai. Memang hal itu wajar kalau pemilik tidak rela tanah miliknya akan
dijadikan objek pelelangan kelak, namun hal ini sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku tentang pelelangan oleh PUPN,

Kemudian untuk objek penilaian berupa kendaraan atau mesin- mesin, kendala
yang sering timbul adalah benda jaminan tersebut sudah berada dibawah
penguasaan pihak lain atau bentuk fisik dari kendaraan atau mesin tadi telah
berubah atau tidak seperti awal penyerahan sebagai objek jaminan.

Pegawai Bank Yang Telah Berganti

Pegawai bank yang telah berganti karena pindah tugas atau sudah tidak bertugas
lagi merupakan faktor yang menyulitkan penilai. Pegawai bank selaku penerima
objek penilaian dari debitur yang pertama kali merupakan faktor penting dalam
pelaksanaan penilaian. Hal ini dikarenakan pegawai bank tadi adalah petugas
bank yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan debitur yang
mengalami kredit macet ini Apabila pegawai bank tadi telah berganti atau telah
pindah tugas maupun sudah tidak bertugas lagi maka hal ini akan sangat
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menyulitkan petugas penilai dari KPZLN yang akan menilai. Pegawai bank yang
baru sering tidak paham atau tidak tidak mengetahui letak objek jaminan yang
akan dinilai. Hal ini bisa bertambah sulit bila daerah sekitar objek jaminan telah
berkembang sehingga batas- batas atau fisik bangunan telah berubah atau
mengalami perkembangan,

2. Kendala yang meliputi masalah pembuatan laporan penilaian

Pembuatan  sebuah laporan penilaian harus benar- benar bisa
dipertanggungjawabkan hasilnya Laporan penilaian harus benar- benar memuat hasil
penilaian petugas penilai yang professional agar tidak ada pihak- pihak yang merasa
dirugikan.

Laporan penilaian adalah hasil akhir dari proses penilaian yaitu proses penilaian
terhadap objek penilaian yaitu benda jaminan, Dalam pembuatan laporan penilaian
harus diperhatikan mengenai penetapan harga. Penetapan suatu harga dari objek
penilaian haruslah berdasarkan pada harga atau nilai yang bisa dipertanggungjawabkan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada pembuatan laporan penilaian terdapat dua
harga atau nilai yaitu Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi. Nilai Pasar adalah nilai yang
berlaku dipasaran atau di masyarakat umum sedangkan Nilai Likuidasi adalah nilai
yang dipakai dalam lelang setelah memperhitungkan resiko penjualan termasuk Nilai
Pasar.

Besarnya resiko- resiko ini paling tinggi adalah 30% (tiga puluh) persen dari
nilai pasar. Resiko- resiko ini merupakan faktor pengurang nilai Pasar yang besarnya
ditetapkan dengan persentase tertentu berdasarkan analisa Tim Penilai dan ketentuan
yang berlaku. Sechingga setelah mempertimbangkan resiko- resiko ini dan pada Nilai
Pasar maka hasil akhir yaitu Nilai Likuidasi diharapkan bisa didapatkan.

Penetapan harga atau nilai juga terkadang menemui kesulitan apabila aparat
Desa tempat dilakukan penilaian kurang atau tidak mengetahui estimasi atau perkiraan
harga yang berlaku dipasaran. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua aparat Desa
paham mengenai perkembangan harga suatu tanah atau objek penilaian lainnya.
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Hal lain yang kadang menjadi kendala dalam penetapan harga adalah pihak
aparat pemerintahan Desa utamanya Kepala Desa tidak mau memberitahukan nilai yang
berlaku pada objek penilaian pada waktu penilaian di lokasi objek penilaian. Kepala
Desa ini beranggapan bahwa hal itu bisa diketahui dari pihak lain sehingga ia tidak mau
memberitahu. ]a tidak mau ambil resiko terhadap akibat bila warga didaerahnya yang
terkena slengketa akan menderita kerugian.

Objek penilaian berupa kendaraan atan mesin- mesin terkadang penentuan harga
atau nilainya tidaklah terlalu menyulitkan. Hal ini dikarenakan banyak sumber atau
informasi yang bisa diperoleh untuk menentukan nilai pasar Sumber data atau
informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan nilai Pasar itu
adalah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Piutang Negara Nomor
KEP- 25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara Pasal 72 yaitu
sumber data / informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan
Nilai Pasar untuk kendaraan dan mesin- mesin, antara lain data yang dikeluarkan oleh :

a. Dealer, distributor, agen atau pabrik pembuatnya;
b. Media cetak / elektronik; dan atau
¢. Kantor SAMSAT setempat.
3. Upaya- upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah

Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan
penilaian benda jaminan diatas, maka berikut ini akan penulis bahas mengenai upaya-
paya dalam penyelesaian masalah :

a) Kendala- kendala teknis dilapangan yaitu letak objek penilaian yang jauh di
pelosok dan sulitnya fasilitas nmnm menjangkaunya
Letak objek penilaian yang jauh dari jangkauan atau dari fasilitas umum merupakan
kendala yang dasar dari suatu benda jaminan berupa tanah atau tanah beserta
bangunannya. Untuk mengatasinga Tim Penilai mau tidak mau harus tetap
mendatanginya ketempat dimana objek penilaian benda jaminan, namun semua
pengeluaran atau biaya- biaya selama penilaian ditempat yang sulit dijangkau itu
bisa dimasukkan kedalam resiko- resiko total penjualan melalui lelang yang
besarnya adalah sebesar 30% (tiga puluh) persen dari Nilai Pasar.
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Untuk batas- batas wilayah objek penilaian yang kurang jelas, hal ini bisa
diselesaikan dengan bantuan dari pihak lain yang berwenang yaitu pejabat Kantor
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, petugas Kantor Notaris /PPAT maupun
dari pejabat bank yang menguasai objek jaminan.

Tim penilai sebelum melakukan penelitian di lapangan akan mempelajari
dahhiu data- data yang berhubungan dengan objek penilaian yaitu data berupa
keterangan mengenai letak objek penilaian yang berada di daerah (desa),
peruntukannya untuk pertanian, bentuk tanah (segi empat), status kepemilikan
berupa SHM serta sarana jalan menuju ketempat lokasi penilaian berupa jalan tanah.
Karena untuk mendapat kepastian mengenai letak benda jaminan yang akan dinilai
serta mengenai penetapan Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi.

Nilai Pasar adalah nilai nilai atau harga yang berlaku bagi benda jaminan
terhadap nilai yang terdapat atau berlaku di masayarakat umum atau pasaran.
Faktor- faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan Nilai Pasar ini bisa
digunakan dalam analisis Tim Penilai untuk penetapan Nilai Pasar.Hal ini terjadi
apabila letak objek penilaian berada jauh dari jangkawan dengan cara
menjumlahkan atau memasukkan kedalam penilaian Nilai Pasar setelah dilakukan
pembebanan atau pembobotan yang terlebih dahulu ditentukan nilainya oleh analisa
Tim Penilai Internal Hal ini sesuai dengan Pasal B84 Keﬁmtusan Direktur Jenderal
Piutang dan Lelang Negara Nomor KEP- 25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis
Pengurusan Piutang Negara yaitu
(1) Nilai Indikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3) diberi

persentase pembebanan atau pembobotan yang besarnya ditentukan

berdasarkan analisa Tim Penilai Internal.
(2)  Nilai Pasar objek penilaian diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh

nilai setelah pembebanan atau pembobotan. A
b) Pegawai bank yang telah berganti

Untuk melakukan penilaian suatu objek jaminan, petugas Tim Penilai harus

berkoordinasi dengan para pihak, salah satu pihak yang penting perannya adalah
pegawai bank yang mengurus masalah benda jaminan pada kasus kredit macet
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debitur yang diurusnya. Tim Penilai KP2LN dapat meminta pagawai bank yang
bersangkutan untuk bersama- sama melakukan penelitian dilapangan Namun
terkadang apabila kasus kredit macet telah lama, maka kemungkinan pegawai bank
tadi telah pindah tugas atau tidak lagi bekerja pada bank tersebut.

Untuk mengatasi hal ini maka mau tidak mau Tim Penilai harus melakukan
kudnlﬂnasi dengan p-ejabat terkait seperti petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Jember, petugas Notans/ PPAT maupun bantuan dari aparat pemerintahan desa. Hal
ini dilakukan karena mereka inilah yang memiliki data mengenai objek jaminan
yang dimaksud dan sah menurut peraturan yang berlaku.

Kendala mengenai pembuatan laporan penilaian

Suatu laporan penilaian merupakan hasil akhir dari kerja Tim Penilai. Laporan
penilaian ini berisi harga- harga atau nilai- nilai menyangkut objek penilaian. Nilai-
nilai ini dibuat seoptimal mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada
unsur kepentingan dari pihak manapun. Hal ini merupakan upaya agar pihak
tereksekusi tidak merasa dirugikan dengan rendahnya harga lelang yang terbentuk.
Adanya ketidakpuasan dari pihak tereksekusi tentang nilai objek lelang, ada
beberapa hal yang bisa dikemukakan Dalam prosedur lelang dikemukakan bahwa
harga / nilai pokok terendah yang menjadi dasar / pedoman bagi Pejabat Lelang
untuk menetapkan pembeli yang melakukan penawaran tertinggi. Harga / nilai
pokok terendah tersebut disebut Nilai Limit. Penawar tertinggi yang telah mencapai
atau melampaui Nilai Limit ditetapkan sebagai pembeli atau pemenang lelang. Nilai
Limit ini ditentukan oleh Penjual. Penjual dalam menentukan Nilai Limit ini
seharusnya tidak berpatokan pada saldo hutang atau jumlah kewajiban debitur /
pihak tereksekusi yang harus dipenuhi, namun didasarkan pada nilai sebenarnya dari
objek }rang bersangkutan. Nilai sebenarnya ini bukanlah nilai pasar. Pada proses
eksekusi lelang, dasar penetapan harga limit adalah nilai likuidasi, yaitu nilai
properti yang dijual melalui lelang setelah memperhitungkan resiko penjualannya.
Resiko ini antara lain adalah resiko pengosongan, dan resiko adanya gugatan.
Berdasarkan pasal 239 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/ KMK .01
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/ 2002 tanggal 13 Jumi 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, besarnya resiko-
resiko ini paling tinggi adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai pasar. Oleh karena
itu sebaiknya untuk menentukan nilai limit ini didasarkan pada penilaian dari Penilai
(Appraisal) professional yang independent, maksudnya Penilai tersebut tidak
mempunyai kepentingan terhadap objek lelang yang dinilai.

Kendala yang timbul didalam fakta skripsi ini pada dasarnya hampir sama
dengan yang terdapat pada kendala- kendala secara umum, Kendala itu adalah mengenai
lokasi dan kondisi lingkungan obyek jaminan yaitu letaknya dipedesaan sehingga sulit
dijangkau. Untuk kendala pegawai bank dan pembuatan laporan penilaian tidak terlalu
mendapat permasalahan yang berarti, hal ini dikarenakan pihak — pihak tersebut masih
dapat dimintai keterangan baik dari pegawai bank maupun dari aparat desa setempat dan
dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk penetapan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP).Untuk pembuatan laporan penilaian tidak terlalu mendapat kesulitan
karena data yang digunakan adalah NJOP dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan serta diformulasikan dengan keterangan aparat desa setempat nilai bisa
diperoleh sesuai dengan data yang berlaku di pasaran Dengan demikian dalam
penetapan Nilai Likuidasi untuk menjadi Nilai Limit yang digunakan dalam pelelangan
hanya mendapat kendala dalam masalah penelitian dilapangan yaitu tempat objek
penelitian yang berada di pedesaan, tanah pertanian yang berbentuk segi empat tak
beraturan dan sarana jalan masih tanah atau belum diaspal Untuk kendala ini maka tim
penilai mau tidak mau harus tetap melakukan penelitian dimana tempat objek penilaian
berada walaupun tempatnya sulit untuk dicapai. Kendala ini pada akhirnya akan
dimasukkan dalam faktor- faktor pengurang pada penghitungan nilai pasar untuk tanah.
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3.3  Perlindungan Hukum Bagi Debitur Apabila Menderita Kerngian Akibat

Penilaian Benda Jaminan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adi selaku staf karyawan KPZLN
Jember pada tanggal 18 Januari 2006 dapat diperoleh keterangan bahwa perlindungan
hukum bagi debitur pada dasarnya tidak terdapat aturan tersendiri atau khusus yang
mengaturnya. Namun demikian bukan berarti debitur hanya boleh dizri saja jika
dirugikan pada waktu lelang vyang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu
keputusan Direktur Jendral Piutang Dan Lelang Negara Nomor KEP 25/PL/2002
tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

Debitur yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan perlawanan yaitu
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan menjadikan PUPN sebagai
tergugat supaya keputusan lelang dibatalkan. Disamping itu debitur juga dapat
mengajukan gugatan perdata biasa dengan menjadikan kreditur sebagai tergugat dan
PUPN sebagai turut tergugat yang harus tunduk pada putusan Pengadilan (M. Khoidin,
2005:34)

Pada saat pelaksanaan lelang sering terganggu dengan adannya keberatan atau
gugatan di Pengadilan dari pihak debitur, pemilik jaminan atau pihak ketiga atas obyek
lelang yang dimaksud. Sesuai pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan RI No.304 /
KMK.01 / 2002, adanya keberatan atau bahkan gugatan di Pengadilan tidak dapat
menunda atau membatalkan pelaksanaan lelang, namun dengan adanya keberatan atau
gugatan tersebut maka peserta lelang akan menjadi ragu- ragu karena adanya beban
resiko pasca pembelian lelang itu.

Gugatan tersebut pada dasamya merupakan hak dari pihak debitur, pemilik
jaminan atau pihak ketiga yang berkepentingan, namun dengan adanya keberatan atau
bahkan gugatan di Pengadilan atas obyek lelang yang bersangkutan, tidak serta merta
dapat menunda atau bahkan membatalkan pelaksanaan cks:ek;si lelang. Lelang yang
akan dilaksanakan hanya dapat ditunda atau dibatalkan dengan putusan atau penetapan
Pengadilan atau atas permintaan Penjual. Penundaan atau pembatalan lelang yang
diminta oleh penjual harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KP2LN dalam jangka
waktu selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal lelang Pelelangan yang
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telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan (pasal 9
KMKRI No.304 /KMK.01/2002). Selain dari ketentuan tersebut, penundaan atau
pembatalan dapat dilakukan apabila dokumen persyaratan lelang tidak memenuhi syarat
(pasal 11 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 35/
PL /2002 tanggal 27 September 2002).

Hal ini untuk melindungi kepentingan pemohon lelang dan kreditur terhadap
itikad tidak baik dari debitur dan atau penjamin hutang untuk berusaha menunda atau
membatalkan lelang Namun demi melindungi kepentingan calon pembeli lelang yang
beritikad baik, Pejabat Lelang perlu memberitahukan apabila ada keberatan atau
gugatan tersebut, karena nantinya pembeli lelang yang bertanggung jawab atas segala
sesuatu yang akan timbul dari pembelian obyek lelang yang bersangkutan Oleh karena
itu pelaksanaan lelang harus senantiasa memperhatikan kepentingan dari pihak- pihak
yang tersangkut didalamnya, antara lain kreditur, debitur, pemilik jaminan dan pihak
lain yang mempunyai hak atas obyek lelang yang bersangkutan misalnya penyewa.

Khusus apabila atas barang tetap tersebut terdapat hubungan sewa- menyewa
dengan pihak ketiga yang dapat dibuktikan dan sah secara hukum, maka menurut
pengertian pasal 1576 BW, perjanjian jual beli tidak dapat mempengaruhi perjanjian
sewa- menyewa yang berlaku atas rumah tersebut (“koop breekt geen huur™)
(Prof Subekti, 1982:165) ]

Tim Penilai yang dianggap merugikan debitur merupakan pihak yang penting
perannya karena tugas penilaian adalah tugas utamanya. Namun bila sudah sesuai
dengan aturan yang ada atau sesuai prosedurnya yaitu penilaian harus disertai dengan
ringkasan laporan penilaian yang memuat tanggal penilaian, gambar tentang lokasi dan
kondisi lingkungan penilaian, data objek jaminan dan harga objek jaminan serta
peruntukannya , metode penilaian dan kesimpulan nilai atau harga maka tim penilai
tidak dapat dijatuhi sanksi karena ia sudah benar- benar mentaati segala aturannya.

Kewenangan tim penilai untuk menentukan harga atau nilai lelang ini
merupakan proses yang terlebih dahulu dilakukan PUPN untuk menyelesaikan piutang
Negara dengan pelunasan sisa hutangnya yaitu melalui surat panggilan yang sesuai
dengan pasal 39 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/
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KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara yang berbunyi “surat panggilan dan
surat panggilan terakhir disampaikan oleh kurir atau menggunakan jasa pos”, hal ini
berarti surat panggilan dilakukan hanya dua kali yaitu panggilan pertama dan panggilan
terakhir.Surat panggilan yang terakhir dilakukan apabila tidak ada usaha dari debitur
untuk datang dan mempertanggungjawabkan hutangnya yaitu dengan melunasinya. Hal
ini beraru debitur dianggap sudah tidak mememiliki itikad baik untuk melunasi
hutangnya. Hal inilah yang membuat tim penilai berwenang untuk menetapkan nilai
lelang.

Berdasarkan penjelasan tentang perlindungan hukum bagi debitur tersebut, maka
disini akan penulis berikan contoh kasus mengenai perlindungan hukum bagi debitur
apabila menderita kerugian akibat penilaian benda jaminan yang dirasa lebih rendah
dari harga pasar oleh debitur. Penggugat yang terdiri dari, dengan inisial:

1. YK;

2. AH;
3. SK;
4. RRR

Penggugat tersebut mengajukan gugatan dengan nomor perkara No. 02/Pdt. G/
2002 PN.Jr di Pengadilan Negeri Jember dengan tergugat vaitu
1. Bank Bank Mandiri; '

2. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jember .

Gugatan mengenai terlalu rendahnya harga lelang yang menyebabkan debitur
merasa dirugikan dengan harga yang terlalu rendah tersebut.Proses pengadilan yang
berlangsung tersebut akhirnya memutus bahwa penggugat dikabulkan gugatannya atau
putusan Pengadilan Negeri Jember dengan nomor putusan: Put. No.02/Pdt.G/2002/
PN.Jr. memenangkan penggugat. Putusan tertanggal 13 Mei 2003.

Tergugat yaitu KP2LN dan Bank Mandiri yang kalah dalam persidangan
kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register No.
122/Pdt.G/ 2004/PT.Sby. Proses banding inipun kemudian memenangkan penggugat
yaitu YK, AH, SR dan RRR atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember,
putusan Pengadilan Tinggi ini dengan No:122/Pdt G/2004/PT.Sby. Putusan tanggal 15
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Juni 2004. Proses hukum selanjutnya adalah kasasi pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia dengan nomor register No.935/Pdt/2005.Karena proses perkara ini masih
dalam upaya hukum yang masih berjalan, maka isi putusan dari Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi tidak dapat diumumkan atau tidak bisa dikaji karena belum
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Gugaxan ini membuktikan bahwa apabila zJda debitur yang merasa dirugikan
akibat penilaian benda jaminan yang terlalu rendah maka debitur ini dapat langsung
mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan. Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum
bagi debitur yang merasa dirugikan akibat terlalu rendahnya harga lelang adalah dengan
melalui gugatan ke pengadilan negeri setempat.
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BABIV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1 Peiﬁl-;sanaan penilaian benda jaminan merupakan bagian dari proses pelelangan
yaitu didahului dengan surat panggilan, pernyataan bersama, surat paksa, penyitaan
perintah penjualan barang sitaan dan pelaksanaan pelelangan. Penilaian dilakukan
dengan meneliti gambaran tentang lokasi dan kondisi lingkungan, meneliti data
objek penelitian yaitu data tanah dan bangunan, harga tanah dan bangunan serta
peruntukan objek penilaian. Kemudian dilakukan penilaian dengan menggunakan
metode penilaian dengan Pendekatan Data NJOP yang diformulasikan dengan surat
keterangan dari aparat desa setempat.

2. Upaya yang dilakukan oleh Tim Penilai dalam mengatasi kendala- kendala
penetapan Nilai Likuidasi yaitu kendala teknis dilapangan berupa lokasi yang jauh
dan terpencil, sarana jalan yang belum diaspal serta pegawai bank yang telah
berganti atau kendala mengenai pembuatan laporan penilaian yang sering kesulitan
dalam mendapatkan sumber harga objek jaminan adalah dengan melakukan
koordinasi atau kerjasama antara pihak- pihak yang berwenang yaitu pegawai bank
yang berwenang, Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dari Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, petugas dari Notaris / PPAT maupun dari
aparat pemerintahan Desa dalam penelitian di Japangan mengenai objek penilaian.
Para pihak ini diajak bersama- sama untuk melaksanakan proses penilaian di lokasi
objek penilaian agar tercipta hasil penilaian vyang wvalid atau bisa
dipertanggungjawabkan_ ‘

3. Perlindungan hukum bagi debitur atau pihak lain yang merasa dirugikan pada waktu
lelang adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat
untuk membatalkan hasil lelang di KP2LN.
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42  Saran

1. Penilaian lelang harus senantiasa memperhatikan kepentingan dari pihak- pihak
yang tersangkut didalamnya yaitu kreditur, debitur,pemilik jaminan dan pihak lain
yang mempunyai hak atas objek lelang seperti penyewa.

2. Pihak PUPN maupun pihak perbankan diharapkan bekerja lebih professional dalam
mena-ngani permasalahan kredit macet, yang lebih penting prosedur hukum harus
benar- benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab apabila
prosedur hukum sudah benar- benar dijelaskan secara adil dan konsekwen maka hal
ini akan mengurangi gugatan di pengadilan. Sehingga dapat meningkatkan citra
Perbankan dan PUPN dimata masyarakat Penilaian benda jaminan dalam kegiatan
pelelangan harus dilakukan oleh Tim Penilai yang benar- benar professional tanpa
berpihak terhadap kepentingan- kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal ini
agar tercipta nilai atau harga lelang yang tidak merugikan para pihak- pihak tadi.

3. Pada dasarnya keberatan dan gugatan merupakan hak dari pihak debitur, pemilik
jaminan dan pihak ketiga, namun dengan adanya keberatan atau bahkan gugatan di
Pengadilan maka tidak serta merta dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan
lelang eksekusi. Lelang yang dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan
atau penetapan Pengadilan.
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Perundang- undangan

Undang- undang No.49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Undang- undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang No. 7
tahun 1992 tentang Perbankan .

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 300/ KMK.01/ 2002 tentang
Pengurusan Piutang Negara

Keputusan Menten Keuangan Republik Indonesia No.304/ KMK.01/ 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara No. KEP-25/ PL/ 2002 tentang
Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

Peraturan Lelang (Vendureglement 190 :189)
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA

KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBE'

Jalan Maslrip Momor 78 T : !
Jember 68121 Faksimill : 0361-335058
Nomor : S- |90 AWPL.G6/KP.04/2006 3 Maret 2006
Sifat : Penting
Hal : Pelaksanaan Konsultasi Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
Jalan Kalimantan Nomor 37
Jember

Berkenaan dengan surat Saudara nomor : 3838/J).25.1.1/PP.5/2005 tanggal 06
Oktober 20035 hal ters~but di atas, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Jember dengan identitas sebagai berikut :

Nama : IIM MAULANA SHOFA

NIP » 010710101122

Program ¢ 51 limu Hukum

Alamat : Perum Mastrip Blok C Nomor 15, Jember

telah melaksanakan konsultasi Skripsi terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2005 sampai
dengan tanggal 03 Maret 2006 dengan judul : "Penilaian Benda Jaminan Oleh Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jember Berkaitan Dengan Pelaksanaan
Pelelangan Bagi Pelunasan Kredit Macet Pada Bank Pemerintah”.

Demikian untuk menjadi makium.

NTF 050042 723

Tembusan :
1. Kepala Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Jember; '
2. Kepala Sub Bagian Umum KP2LN Jember.

s-gean-huk

i T —— oty | - e et el i il _._.....-.(
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LAMEPIRAN

BANK MANDIRI
> ol

Nonior . RCR.HJ.4/22Y/2003
Tanggal - 28 Oktober 2003
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepida :
Dircktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
Kantor Wilayah VI cq. .
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
© JI. Mastrip No.79
Jember

SK Menkeu No, 300/KMK 01/2002(anggal 13 Juni 2002
Perilinl ¢ Penyerahan Penagihan Piutang Negara AN, Harvdiyanto bdn, UD. Harapan.

Menunjuk pasal 3 SK Menteri Keuangan di atas, denguan ini kami serahkan penyelesaian
Piutang Negara a.n. Hardiyanto / UD. Harapan kepada Saudara, untuk melaksanakan penagihan
serin tindakan-tindakan hukum lainnya, karena debitur kami tersebut sudah tidak dapat
memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Mﬂndm (Persero) dan telah kami kateporikan
sebngni kredit macet.

Sebagai kelengkapan surat ini, kami sampaikan pula data niengenai piutang kredit berupa foto
copy dokumen-dokumen kredit dalam rangkap 2 (dua).

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik dari Saudara, kami ucapkan terima kasih,

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Thk
Credit Recovery = Hub Jember

LTANDIR! (PERSERD), Thk.
LA 1EUES ALuN - ALUN

Wabhyu Rrilsetya
Rccuvcrymlmgcr

Tindasan :

|. Hardiyanto/UD, Harapan

2. I Bank Mandiri (Persera) RCR VI1II = Surabaya

3. PT'. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jember Wijaya Kusuma
|

Arsip

PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
KC JEMBER ALUN-ALUM
J1, Jend. A, Yanl No. 3 Jember. Talp, {0331} 4BEET1, Fac. 43-5"!51

|
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LANMEPLNA

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CADBANG JAWA TIMUR

Telepon  ; (0331) 335958

b Mg 14 o
Faksimile : (0331) 321277

st a0 20 = Tl

i . SPIN- 43 PUPNCLIE.0Y 2004 lo Pebrumrd 2004
al ¢ Sepera

1 - Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

Alas Nama lardiyonte / UD, larapoen

b Pimpiann T, Denl: taindird (Peiwero)
cnbans Jenlmey
Jis Achmnd YALL Vieveacy 3 Sember

SURAT PENERIMAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Perdasarkan hasil penelition terhudap Plutuog Negur yanyg Saudary serbhkan pengurusannys dengan
ait Numuer: ORI 4/224/2003 :
gl PO Oktober 2003 dengan ini diberitahukun bahwa Panitia Urusan Piutang
st ubiang Jiwit Timur dapat menerina penyeralian peigiirusi Piutung Negara atas nama  Hardiyanto /=
s B mﬂ&
uet Vle fGajuh Uade doaory 252 Jenmboex.,

rsehine sebesar ;

Hinang: Pokok L I T40. 451,551,100
Mg D Rp 221963 CEY, 10 ' -
Pk Rp = '
i Dby Ladnnya (1 Yo
Juwmlah : Rp 9624 455,219, 19
Terbilang ( fombilan matus enan puluh dua jute cmpet atus lima puluh

1ima ribu dun ruiws eiliilen belea 19/100 rupfah )

Seluibungan dengan hal eesebut diatas, maka pengurusun Plutung Neyara beralih kepada Panitia Urusan
uting: Negan dai penyeleaggaramnnyi dilakukun oleh Kuntor Pelayunua PMiutang dan Lelang Negara (KP2LN)
mber dan olel karena ite dokumen usli barang jaminan dan stau harts kekayaan milik Penanggung Hutang/
njamin Hutang agar Saudarg serahkan kepada KP2LN Jember. '

Abus perlutinn Sausdara, divcupkan terima kasih,
_~~"An. Kelua Paniti
& Anggota PPN Caba

fwwe Timur

)
ok
||I|' .'I'
gy
b ¢ ‘*';-_._ g
Kepalin Kunwil VI DIPLN di Surabays, e
Foopralin RPZLN Jember w.p, L

w. boepaln Seksi Informasi & Hukeim,
b, kepulu Scksi Pengelolaun Buring Jaminan;
i, boepadn Scksi Piutang Negar,

Wity Jee

N1
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NDEPARTEMEN KIEUANGAN REPUBLIL INDONESIA
MREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA
(ANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

it Mo, 79 Telepin I IISHAR
riidid Faksinule (03313321277
RESUME ITASIL r'I'ENELITI.r\N KASUS
Noror : RIIPK- a}ﬁ] JWPL.OG/KP.04.02/2004
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T =
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Jumlah Rp. . 902.455.21929
yasn s Hukum Terjadjnya Hutang . :
B s TRV U dangaa 29 DesomBOE 198 o
Fhe. i:lu;.....KEJIR&DIR&HBR.,Emsml...ll..ﬂti. i L [ [ e e e e =

ariin ‘Hutang:
ciM Ho. §0/Bonjarsarl luas T.010 M2

. Setidang tanah sawah terssbit deled
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tertulis An, Raden lohamad Firdaus Dizam Zamir terletak
Keoamatan pangsalsari,
sebenar Rp. 38.900,000,00 b

. gebidang tanzh sewah tersebut dalam SI¥ HNo. 12/Banjarsari luas 23,180 M2
tertulis An, FHRaden Mohemad Pirdaua Dlzam Zzamir terletak 41 Desk Banjaraer.
Kecamatan Dangsalsari, Jember { Dlikat Nipotik Hoa.II / SMT TI No. B804/1596

Tnnppal 9 Oktober 1996 mebaseT Fi. p%,000,020,00 4

Usalg Penangeung Hutang
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LAMPIRAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Tl Lastop Nomwar £ Telapan : (0331) 335058
Db GHY29 Foxhimila @ (0331) 321277
Fiviiig PGL- 4% IWITL R 0y DG {| pfAbruari 004
sl ¢ Seperi i1
1l © Penyelesaian Piutang Negara

vip  Tiewdimiite S US, darvapen
A : _
. T N s A S F o £ S T

SURAT PANGGILAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa Pry Sonk Mundixi (Pervaro) Cedang jJepher
RCN,1d, 4/224/2003 I:mggﬂlnﬁ Ok:tobex 2003 telah
9‘52.455\219l19 kc[‘lﬂdﬂ PLUPN

lengan sural Nomor |

menyerahkan pengurusan hutang Suudorn schesar Rp.

Cahang Jawa Timur yang pengunisannya diselenggarakan oleh Kantor Petayanai Piutang dan Lelang

Nepara (KP2LN) Jember

Sehubungan dengan hal 1ersebut di stas. kami minta kedatangan Saudara untuk

mepertanggungjawabkan penyelesninn Piulang Negara dimaksud pada :

Ilan :Knnin

Tanggal - 19 I'etruard 2004

Pukul . 04,00 Wikl

Menghadap . Kepuln Scksi Plutang Negara
Membawa - Fota kopi K'TP/SIM

' Atns perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Il wasom ;

| Pl tank Mandiri (Porsuru] Cabs -.Imﬁibuﬂ

2. Kepala Scksi Informasi & Hakuin,

3, Kepalu Seksi Pictang Negaii
4, Sdr, Raden Mohemupd PirdausDiszum Zunir Scas Banjarsarl Kec. Bangsaluari

fabupaten Jember { Pumilik Jamlinan )
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IMIZONESIA t
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Jalan Mastrip No, 79 . Tolapon : (0331) 335056
Jambuor 66121 . Faximlle : {03M1) 321217
Nomoi©  :PER- 79 /WPL.06/KP.04/PGL.I/ 2004 57 vebruard 2004
Sifat : Sangal Segera . i

Hal ~ +  : Panggilan Terakhir Penyclesaian Piutang

Negara atas nama ‘urdigycato /' UM, Larenan

vin. iardiyanto / UD, Harepan
= _Jl. Gajah Moda Nomors 252 Jember

~’ooa Kaplimn Koo, Pugery Jenber,

PANGGIHLAN  TERAKHIR

Dengan ini kami peringatkan balwa Saodara tidak memenuhi Surat Panggilan Nomor ¢
Gl-13  /WPL.OG/KP.04/2004 tanpgal 11 Pebruari 2004 , Uleh karena itn diminta
edutangan Saudara uetuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutang Saudara sebagaimana dimaksud

alam Surat Panggilan kami tersebul pada ;

[ Tari :Jslasa
_ Tanggsl 9 ?Innt. 2004

Pukul : 093 WIB

Menghadap :IKL‘F;LI:I Sekst Piutang Neparn
Membawi : Folo copy KTP/SIM

Apabila Snudara tidak memennhi ketentian panggilin terskhir ini, moaka kamiakan

wclakukan penagihan sekaligus dengin Surat Paksa wias hutang Sacdara dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

H'L'“’;r’!ﬂ!':t’ ¥n2dird (Perverc) Cabany Jeabers

 Kasie Informasi & Hukum;

_ Kasic Mulang Negnra. .

idr, | nden ﬁnhmud Firdaus Dimpgm Pamir, Dena Hanjarsari Kee. Fangsaloari
inbupnten Jember (Pesilik Jominan);

Ll i e Eﬂﬂinﬂ?.mijn

LAMPIRAN b
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DEMI KEADILAN

'BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

nlimlmay : a,

nglogat : 1,

SURAT PAKSA
Nomor : SP- 4 0, [PUPNC.18/2004

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR

bahwa PT Bank Mandirl (Persero) Cabang Jember dengan surat MNomor :
RCRHJ.4/224/2003 tanggal 28 Oktober 2003 telah menyerahkan pengurusan piutang
Iogara atas nama Hardiyanto/UD Hurapan, Jl. Gajah Mada No.252, Jember kepada
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur;

hahwa telah terbit Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor :
PJPN-115/ PUPNC.18.04/2004 tanggal 10 Meci 2004 tentang Puactapan Juminh Piutang
Negara atas nama Hardiyanto/UD Harapan.

c. bahwa  Hardiyanto/UD Harapan masih mempunyai hutang kepada Negara sejumlah

Rp.1.058.700.741,11 (satu milyar lima puluh delapan Juta tujuh ratus ribu tujuh ratus
empat puluh satn 117100 ruplah) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

10%, yang belum disclesaikan sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

bahwa demi pengamanan keuangan Negara, perlu segera dilakukan tindakan penagihan
sckaligus dengan Surat Paksa terhadap Hardiyanto/UD Harapan.

Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negama

(Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan I embaran Negara Nomor 2104);

2. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan

Urusan Piutang Negara:

3. Keputusan Menteri Kenangan Nomor 61/KME.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMEK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;

5. Keputusan Menteri Kevangan Nomor 01/KM.08/PUPN/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang
Pengangkatan Ketua merangkap Anggota Paniria Urusan Piutang Negara Cabang,

letaphan :

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Hardlyanto/UD Harapan untuk segera membayar hul:inznya kepada Negara

Cq. PT. Bank Mandiri (Perserv) Cabang Jember sejumlah Rp.1.058.700.741,11 (satu mllyar
lima pulub delapan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh satu 11/162 rupiah)
termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% (sepuluh persen) dalam waktu
1 x 24 (saru kali dua puluh empat) jam screlah pemberitahuan Surat Paksa,

Salinan Surat Paksa ini dizsampaikan kepada :

P L T e

8dr. Hardiyanto/UD Harapan;

FT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jember;
Kepala Seksi Informasi & Hukum:

Kepala Sckai Piutang Negara,

Dikeluarkan di : Surabaya

Pndnt:mggal 19JU5 2004

A Ketua
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PANITIA URUSAN PHITANG NEGAITA

CABANG JAWA TIMUR
Mnstrygs Fo, 79 Telepon : (0331) 335858
Fakrimile: (0331315958

er 68171
SURAT PERINTAH PENYITAAN
NOMOR : SPS- “'} PUPNC.18.04/2004
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR
imbang : a, Bahwa Sdr. Hardiyanto/UD Harapan, JI. Gajah Mada No.251, Jember selaku
Penanggung Hutang / Penjamin Hutang kepada Negara Cq. PT Bank Mandiri
(Persero) Cabang Jember teryata hingga saat inl tidak memenuhi kewajiban
vang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor : SP- 606/PUPNC.18/2004
tanggal 19 Jull 2004, . ... - P,
b. Bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu segera
menyita barang jaminan / harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan atau
Penjamin Hutang yang bersangkutan.
pingat I 1. Undang-undang Nomor 49 Frp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan_Piutang
Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lombaran
Negara Nomor 2104); '
: 2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang
| Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
3, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 61/KMK 08/2002 tentang Panitia Unisan
Piutang Negara;
4, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 300/EMI.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Negara;
5, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 03/KM.08/FUPN/2004 tanggal 01 Maret
2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Urusan Piutang
Negara Cabang dari unsur Departemen Keuangan.
MEMERINTAHKRAN
uils ¢ Kepala KP2LN Jember untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara menyita barang

jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang
Sdr. Hardiyanto/UD ITarapan, sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Sebidang tanah pertanian (tegal) tersebut dalam SHM No.10/Banjarsari, seluas 7.010
m2, atas nama Raden Mohamad Firdaus Dizam Zamir, berikut scgala apa yang ada
di atasnya terletak di Desa Banjarsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember,

2. Tansh pertaniau (tegal) tersebut dalam SHM No.12/Banjarsari, seluas 23.180 m2,
atas nama Raden Mohamad Firdaus Dizam Zamir, berikut segala apa yang ada di
atasnya terletak di Desa Banjarsari, Kec. Bangsalsari, Kali. Jember.

nan surat ini disampaikan kepada Yth:
1. lkepala Kantor Wilayah VI DJPLN Surabaya
sulaku Ketua PUPN Cabar g Jawa Timur;
2. 1'T Dank Mandiri (Persero* Cabang Jember ;
3, dr. Hardiyanto/UD Harapan, JI. Gajah Mada No.252, Jember,
4 v, R Firdaus Dizam Zamir, J1. Teratai I/9, Jember.

Dikeluarkan di : Jember
Pada tangg:nl

An. Ketua Panitia 0 61 2004
: UPN Cabang Jawa Timur

'k T N T .. E ]
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PEHGI;'IM'IJE!KN' ';_El;?‘-inh Kénﬁi.ii

‘ EEAHTEMEN KEUANGAN HEPUBLIK INDONESIA
; OHAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
| KANTOR WILAYAH VI ¢

'F'ELAYANAN F'IUTANG DAN LELANG NEGAFIA JEMBER

* Talepon  : (0331) 335958
G e et ' Fakslmile @ (0331) 335858

y NOMOFI' PENG'-

mwm ¢ s |-- - :.-"-' |

i rl Hin slb, Dan "'“‘E.“E H'I‘ N HW IH ﬁl_,.lnti
_ J!PF _-1in.;PunH¢ 472006, 151 28 Jull” nnns: -
i h.l.ll B:!I:I mfdl.n'hl.nuunln dl mlasnys, tab dim EHM Nn Big
1 ld Hufulllh. terietak dl Ds. .mu:. Buuld. ﬂnuhundu.

R l.'bll 11‘! i1 PL
i II'I FIT l RW 2, Ds Inuki. Buukl I.Ilubnndu
P.OZM1ERE tgl 20 ler-nhtr 1“# nwn:u:?
mzdlnblnuwndllhm niab ﬁHH

Ds Blimolp Basuld, S ‘upa“r," gﬁﬂ.‘?"ni

n :Uj Rp 10.000.000,00
| 137.m4 dan sepala dl tab dim HM Nu. i
On Basukl, Besukl, Bltuhmdn %Héu
unnl: Os Kadunglo AT 04
F E{JI{F.HHH tgl 05 April 1“! ! 00 BD(!
mz'dm segala dl minsnyn, lsb dim BH mﬂu
2 Iﬂilu.kr.l Da Mojosarl, Asembagua,
I

e e sl B L
mayah/Bdn "Toke Baru”, Dan, Kra kar AT 03 AW 02
e (BPPBES-TZPUPHC.18.042008, Ig ml .m&mmzj

; m2 dan segale 4l lt.lln:rl tab dlm BHM No. 2
Jangkar, Eliubondo {U] Ap

80'm2 dan ssgala di slasnys Wb dim BHM No, h
lll'dlm kar, Jangkar, Biubonde (U] Rp 10, n&

m:m.uou dan segala ol atasnya 1sb dim BHM iﬁ 7
_l.mmjlh, tevlotak di Da Jangkar, Jl.nuiur, allubunm

ubu ma ﬂln o ala mdl a.t# mtl:‘h dim am IE m
H UI. i
EI.I' llluhnndu :UJ Hp 0,000,000 wl
smbu Jays Lﬂmu MawlHadlys, s lenn an RT 07
PPBS-37/PUPNC.18,042008, 1gl, 28 Ms! 2008

ma dan dl atmsnyn tsb dim BHM No.
mmmn, bﬁ:ﬁuwlluhum‘?ﬁ.u Hp w.mm.un]

rll'i;n”l'ldlh Cails {sim Hlll'l-l ‘Carolina !ln nllku
WA Supr -

ll'lrl'l'lll'lu:al" u Komls Iﬂl]..' .mﬂ
ml’ll Bick C.7, I.uuhwl 13!% 18.04/200

ma aan m%r.mn diatasnya tersabit dalam SHM No. Mu
lll.il:dl 1] Fl.l.lrpu Bmpl.l.n {d.m Miandingan)

!m:.rmngl
mﬁ‘;{‘Eﬁ

A st Whhﬂwll FFHMI Ao qf ngummpw‘r‘ 47,
! ,ab dim ha-m Na, 31
2 Oktobar 1653, 000.343.0080)
II:I mnnur tab dim BHM No.
miﬂ’ﬁﬁ [ B Pnndnhnnnq#n. Kubat, Banyuwangl
! I.Il-l.'ﬂm& naegala dl lilln . lab dim BHM NoJ88

134 ol alan
IHHT I.:In {i.lj Rp mum.ma
10
“éj lnillnlor, IEU ln"f Iﬂuﬁlﬁ
Lll ristak ol Kel Kenosar, E-lunruwl.nni

1 Ilu otrunln. lnww-n
I Il:l hrr
dl l.tllriyl Isb dim 8HM No.280
840 % an lﬂ!.ll. dl almanys lab dim EH_H No.43

_1!. Sunlya

. PTBRI {Fm-ro] mnm LWI-'Iljli'lﬂ

15 /WPL.,06/KP. 04IPU2IJDE
LELANG TANGGAL 30 AGUSTUS 2005 -

. -|. .
T e '3 d
M gl (e

" premt IFIrlm] Cabang Jember _

18 H. Hursuband! Ca.; Da. Kartonagoro, Jinqglwlh Jember (SPPBS-265/
PUPNW.VUVKP.OZM1086 L ﬁmt 1965;9311.01849)
Iun saluruhnya 1.602 m2 don sogaln
m BHM Mo, 127 luss 1,411 m2 dan SHM Mo. 128
.. H, Hur Subandl, lerietak Jl Ds Kemuningsar Kidi,
;ﬁl 10,000,000, 00)
h Ti pe l.rg m2 dan hmimm yang diatasnya tsh dim SHM
.1 b«{u‘ ul h. terlelek dl Ds Kemunlngsari KiZul, Jengguwah,
i

10,000.007,00
1% Umar al, FILFE il Ca,, Pdk I‘Lln tmll AT 4/2, Dm Mrawa, Mayang, Jamber
(SPPRS-1BY/PUPNC.21/2000, igl. 04 Okiobes 2020;2000.04.00053)

&, Behamparan lanah
ang distasnya tab
uum kedusnya an
, Jambar IU]

- Tanah perianian luas 14,760 m3 dan gagals dl atasya tab gim SHM No. 282,
an, Pek UMl allas Umar, terletak gl Ds. Mayang, Mayaig, Jembe:
(U] Rp 10.000.,000,00)
I‘-'T Bank Jatim Cabang Jembar

20. .\. Hafid, JI Guraml AT 02%W |, Da' Dukuhmancek, Sukorambl, Jsmbaer
{SFPBI HFPUFHB 18.04/2008 tgl 09 Marat 2005;2004. b, ooea)
le' luas 400 m2 dan bangunen di aleanyea tab dim SHAI Na. 252,

n id Bl ﬂumm, urlmkdl D's Dukuhmencek, Sukoiambl, Jambar

!1 D}nwadﬂln Jo Pll-u Irman AT 02/AW lll, De, Balungkulon, Hliung'
.Jlmhir GPPBS fPUPHﬂ ‘!I-.M.*E'Uﬂi tgl 18 Mel 2005;2004.04.0003)

i = Tanah pe lnqm luas § uunl.n dl Ill:l'l III:I dim SHM Na, 383,

an, Tuan Bllunq lonB U] Rp 10.000.000,00

32, Dulhlrl.r ¥ Blulln -..Ilr J1 Ram n J.ml..lr SPPBS-145/
' PUPHW.NIKP.OZM P Iu!. Junl 1998; @ miuaia §811250.0081 DB0GEB

B Tanm KArangan un .Hﬂ mz, dan segals di @ asnya tsb dim Pelok O
Perall an. Tuan, Yehanes Yong, AJS Mo, 14001838

lln pui ::)E el 1?5{ Imntﬂ: di Kel, Jamberkidul, Kaliwates, Jambears
| B:000.000,00) i
b kl.rl an uas 2 1DEII m! dan segsla di elienya isb dim Petok C
Nu. ral Mo, T4, Klag 8.111, an. T u-'a.n'r%han Yong, AJB Mo. 1381885
lnﬁpll.nb% el 1m Ilr.mk dl Kel. Jamwmul Kallwates, Jamkar
I‘

PT. lunit Jlum Cabang i.u*ntlmg
il IHIIIII'#.II.P‘ hmn lmk | RT D2/RW L5, Os Tempahlor, TlmE
Luml!:ngﬁ(m“ll O/PUPNC.18.04/2008 1gl 20 Mael 2005;2004.00.0238)
lan luna 2,840 m2 dan ngl;ll di atasnya ub dim SHM Na. 108,
r, terletak di Dl Tempah Lor, Tempeh, Luma} | Rp 5.000.000, DﬂJ
24, H au‘I tn Har! 8uylino Ranu Klakah No. i:lh, Lumajan
{IFF B«8PUPN 1|.d4mnl tgl 20 Mal IIHIE: 2004.06.018%
Ih' nlil.r en (uas 178 .m2 dan bangunan di etasnya isb dim Mo, 358,
0 R Hl-n ﬂwllm, terigtak dl Os Tempeh Lor, Tempeh, Lumajang
IE. !uE ihm‘ll

\Fildu uncul, JI Ri ya Tempah Ne. 1, Lumajang {HF‘FHS-‘U»’ |
PUPNW. L0}

.tul 1'| Junl §67;88.03,
=« Tanah uas i'ﬂ Itu-n:.'l tab dim SHM Mo, 174, arL Bukarrman,
hrlluk dl un

“ﬁr Klu.ﬁmdl.llm Lumajang (U] Ap 5.000.000,00]

4

N. H"lllll' El.. DI. Krlnl. Fll.1ﬂlabnlflidunﬂll "E' Lumajeng (SPPBS5-285/

PNC2"
pmnhrﬂcpl. | luas 8,380 m2 dan segela di i.tnn:u tsb dim SHM No.23
nm: ul Dm Pandansari, Keg. Kedunglajang, Lumajang

it A HIJIHEI ot Da. Ks unf llli'l.n1 Klduzﬂ:llnirﬂ.mmaimn (SPPBS-T1/

umc.u.mmm
Em m! dan bangunan dhtun tab dim SHM Mo, 115
ll'lq Brl M mmlutuk dl Ds ihuunu]ﬂmq. ungjajang, Lumajang

| R
sfll‘l Rl:llhlrlnﬂll‘i lyns H! m2 :Iln hlﬂgunl.n dirlasnya lersebut dalam
EHM N’o EEE an. Ernm. teriatak dei mm. Kadungjajang, Lumajang

28, Eugrjll Igylﬂg El,ﬂmmwkuuMumljlnu {SPRBR IR
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:ﬂpﬁ:ﬁwnn us Balim, JI. Musl Ne. 81, Banyuwang! (BPPBS-
yuf PUPHW, KPO2 /10804 tgl. 10 Oklober 1694; ITISC-‘HH}
*'mn “bﬂﬁﬁ“ |ues 300 ma dan bangunen di alesnya teb dim SHM No. B4
E. AnuIIMde‘llrlllll. dl Ds. Lemahbangdewe, Rogajampl, Eanruwnng'

00
-partanian (s 2895 m2 dan segala d alasnys ab dim SHM No. 209,
; n Rossmiyanto, lerleiak ol Ds. Wonosobo, Srono, Banyuwang
@-“Hn B,000,000,00)
h parianlan juss 3.450 m2 dan segaln dl elasnya 1sb dim SHM Mo, 184,
l-r-l.lP Raden Rossmiyanic, \erlatak ol Da. Kerangbendo, Flogojampl, Baryuwangl

Rp 8.000,000,00)

rtanien luss 1.800 ma dan segala ol staanya tsb dim SHM No. 185
m]. Eﬂnm Mmmhm toriatak i Os. Karan . Rogojampl, Banyuwangl
grral /PB, Bum| Sarl, Dess Bomo, Kec, Hunn\jm I, Ban uw;:gl
PPBS-144/ PUPNW.VI /KP.07 /1993 tgl. 08 Seplembaer 1993; 816/C.8/1IU80)
Sahampdaran tanah ﬁummmn |ugs 8,685 m2 dan ban dl atasnys tab dim
BHM Na, B3 , BHM No.332 ' BHM No.233, EHM Mo, Heargpamyl an, Slamat
P Miswatl, BHM No.388, BHM No.384 keduanye an, Slamet Harlyono
g H?mm Bok Untung teretak ol De, Bomo, Rogcjampl, Banyuwarg|
F:mh pakarengan luas 810 m2 dan segala dl atasnye tsb dim SHM No, 54,
Hlim%'huhalg}ltl. tarletak di C's, Bomo,Rogojampl, Banyuwangl

. Ap 10,000,
%ﬂrf skarangan luas 880 m2 dan bangunan yang melekal diatasnya tab
Jh ﬂﬁH.NG. @78, an. Basrah Budlbyo, lerielak dl Ds. Tembo raje,

3

Muncas, Banyuwin . Ap 10.000.000,

Eﬂ:lh ' kﬂg\gm n“lﬁ?l}ﬂlwkbgl un-grn ylbng rrulu':at dll.'.lgl}'l tlbmm
y n. , AW ' LML I, Ba

H#.%WMNO.JWU Bimi nos nyuwangl

ah, JI Jugalan AT 28 Da Hnnlnlnmpl. Ftngzr.zlmpl. ulnjauwl.n |
'PEE-182/PUPNC.18.04/2008 tgl 28 Jull 06;2004. .nnsﬁg
nah partanian luas 9.950 M2 dan sepala di afasnya, tsb gim EHM Na. 1

1. Guhasdeh, tertstak di D Karanghbendo, Aogolampl, Banyuwangl.

]!l;l,;i.m.mnw.nm i
tirfen Kurniaslh / c'T Bum| Subur, JI Jutl Rimba 19, Banyuwangl:
Imam Ronjol AT 10/, Ban uwinqll (BPPBS-021f PUPNW.V JKF.DE !
1] tﬂl._!l&ffli 1968 nmunﬁ

anah tegal luas 11,120 m2 dan segala di atmenya tab dim SHM No. 167,
in. Palrin, tariatak di Cs, Llcln, Glageh, Banyuwangl (U], Ap 10,000.000.00)
enah fegal luss 4,483 m2 dan segala dl atasnye tsb dim SHM Nao, 208,
N, Bamuk, laristak d| Da. Licln, Qlagal, Banyuwang! (U, Ap 10.000.060,00)
knah tegal luas §.°30 m2 dan segala dl atasnya tsb dim SHM No. 188
in,: Palrin, larintak di Da, Licln, Glagah, Banyuwangl (U], Ap 10.000.000,00)
wnah tagal fjuns 18.700 m2 dan segala di alasnya 1sb dim §HM Mo. 3183
. Fl.ilgagi tarlatak

Wangl (Dlrut ¢ &unldl Tenumiharja), Ji Rllluwlll I No. 84, Burabays

1 Krajan Barat-RT 01, Ds Hlnrnﬁuruh; 8 n&aiuruh nl.nuyuw-n |
PBE1B3/PUPNC.18,04/2008 {gl 28 Jull Dﬂl:zdﬂi.i .MEH?}
nah huas 20, dan segals di alasnye, 1sb dim SHM No. 453 a.n. Harlvanio
stak ol Da Kallbarumanis, Kallbary, Banyuwangl. (U] R 10.000, 00
0 Tirto Harum/Yusuf Arifin, J| Ramblpull Ne, &, Balung, Jamber
PBS No, Kep-TA/PUPN,.Bby/KP.02/1862 tgl 31 Dessamber 1992)
an lanah b dim 8HM No. 366 luas 1,541 m2 en. Jossoel Aslfin :

HM No. 379 Juas B50 m2 an, Kay Njoek &l. Josscet Arfin ; SHM Mo, 370 m2
a8 2.5680 m2 an, Josscel Arifin; terlatak di Da Belunglor, Balung, Jember

80
m 10,000.000,00)
pekarangan luas 1,620 M2 dan segala df slaanya, tab dim SHM No, 381
nﬂ;&rﬂﬂ ok ul. Jossoe! Arlfin, terletak o Ds Balunglor, Balung, Jember
,00) -

Iyante/UD Harapan, JI Gajah Mads N . 252, Jember (8P -
N 1mm1m'ﬂ mumfns} - o b gl
ANAR nian luss 7.010 m2 dan segain of atasnye teb dim SHM Na. 10
. n Firdaus Dizam Zamlr, {erielak d| Ds Banjarsarl, Bangealsar,

senbar (L] Rp 10.000,000,00)

Anan' IJLFI"I?HI H-;I !ﬂg?t'mngz dan nu;]ll ?:kl;.l:;'lfl lsb m 85'.:# Mo, 1”2

. am s . .
;'{'ﬂ o Flrda Zamis, tarln Ban|ar nulu

Q00, '
usuma Surys Perkasa (Olr Sosbayo Teds al. The Lie Jang)
3 Mgnwvtmuiumbn i alau Ji Il Na,
Ijlt:;iu#‘&rﬂn.u.umuu tgl 08 Ma 'T”"zuuu;ﬁn’f.’#ﬂ?ﬂ}

luas 8.870 m2 dan sepala dl ataanya tsb dim SHM No.

Mﬂp 1& ad Saliuilah,

lwiak di O |
mar (Ul g 10, isabil i e s
h n luas 5,850 m2 dan segala di atasnya tsb dim SHM No. &
mﬁlﬁuﬁ%‘ Hanlfah, terletak ol Cs Banjaresr], Bangsalsar), Jombar
artanian Uns 12,480 1.2 dan aegaia di atasnya tsb dim BHM No. §
\l. M%m; "o':'r'; Henliwh, taristak ol Ds Banjarsari, Bangsalear), Jembar
nah perianian funs 8,480 m2 dan segaia di atasnya isb dim SHM No. 1
i:;l%;n Ell'llh Hanilah, tarletak aﬁr_m Blﬂllf'llrr!l. Bangsalaari, Jll?nb-;:
il i'unlln

V)
8 16,630 m2 dan asgala d| atasnya tab dim SHM Mo, 14
Mahamad Salfullah, lerlstak gl 0w Banjarearl, Bangaalsarl,

; i Pand||

mier (U ,000,00)

‘ﬁw&mﬁﬁm L dan secais %I aigsnya teb dim BHM No. 18
nian, lere ;

Hﬂ.mﬂﬂ;‘.ﬂm,m # Banjeraari, Bangsalsarl, Jembar

foreatar Habal, Banyuwangl (UF Ae §.006.006,00) - 1

dl Ds, Sorongen Pesanggaran, Hanyuwanﬂ

- | R A e W AT s T L ey e e | | s e

= '-*E'I:i- HC. 18042004 Lyl 18 Aglll‘ll.ll 2004; 2004.02.0050)
= Tanah pekarangan luas-198 112 dan hlngrumn dl atosnye tats dim SHM S 201
" an, Supriad] OEEID‘::I terletak di Kel.

L. Rp 10,000,000,
20, Elﬂnjllgﬁl dan Ny, Nuralnl Cs., Ds Sidorejo AT 11/08, Powskangkung, Lurmalan
(sPPBS-12/PUPNC.18.04/2003 igl 21 Februarl 2003; 2001.11.00 403
= Tangh pekarangan luss 1,287 m2 dan unan dl atasnys tsb dim SH No, 220
an. Pak Soamiall terlctak di Ds. Sldorelo, Kec, Rowakanghung, Lumajang
(U], Rp 10,000.000,u0) '

PT BRI {Parssro) Cabang Bondowosa

30. Soweted|o Cu., De. Tamen, Tegalampal, Bondowoso (SPPES-338/PUPNC.21/2001
Igl 13 Novembar 2001;2001.08.00315)

8. Tanah tegal |uas 8,240 mZ dan sspala yang diatasnya tsb din SHM No. 200
an Hl,lﬂhgfll'l'll.ﬂlh alas Nuha|atl, hadudnl'!li D?a Temnan, Tegalampal, Bondowoa
'ﬁj Hﬁ B.000,000,00)

b, Tani
No

ompokersan, Lumajung, Lamajuny

Bh tegal luas 3,820 hektar dan segala yang dlelasnya tsb dim paiok C
. 1013 an. Soetedjo, lerietal dl Os Tamar, Tegalampal, Bondowoso

iLH Hﬁlu.m.wu.mh
1. Bainudin al, Ha)l Sanhe]l Cs., Os. Dawuhan Rt 11, Tenggarang, Bandowusc
(SPPBS-12T/PUPNE, 8.04/2008 tgl 17 Junl 2005;2004.01.00020)
B Tanah rr-lufungm |ues BED m2 dan bangunen yang diatasnya tsh
gim EHM Mo, 168 8.n. Balnudin bin Halrudin, tedelak i 35 Dewuhan Tenggasang,
Bondowoso (U] Ap.15.000,000,00)
b, Tanah pertanan luas 2.381 m2 dan segals ]'._'In.nn dlatasnya tsb dlim 5 4K
No. 144 an. Amirudin, lerletak di Da Dewuhan Tenggarang, Bondowoso
{91 Rp 5,000.000,00) :
¢ Tangh perianian lyas 4.780. m2 dan segaia 5:”” diatasnya 1sb
dim SHM No. 2 a.n. Sanukdin allas Pak Armine, kil Ua Gebang Tenggarang,
Bondowoso {UidFlp E.IJDD.QN.DGL
32. Mchammad 8a'ld Cw., JI. KI8 Mangunserkore RT. 04/AW.01, Bondowouo
(SPPBE-119/PUPNC.18.04/2008 gl 17 Juni 2005:2004.01,00010)
B Tanah pekarangan luas 183 m2 dan bangunan yang diglasnya st

gim SHM Mo, b04 a.n, Mohemmad Sa'kd, terlatak df el Tamansarl, Bondowasa,
Banaowess (U] Rp 15.000,000,00)
b, Hak menempatl dalam Pasar Induk Bondewoso Blok F-22 berdasar Sural

Panunjukan Marempat Klos Keluruien Pesar Dasran Nomor B75/54/438,51/1900
&.n. Zasnal Arlfin, dan Hak menempatl kios datam Pasar Inouk Bondowoso Blok
F-23 bardasar Surat Penun|ukan Jensmpall Kioe Ketindan Pasar Dagrah Nomsar
@73/@3/438,.51/1990 m.n. Zasnal Arifin J"UJ Ap 15.000.063,00)
32. Buharl ANl Candra Cs., Os Rambanwatan AT 03 RW 01, Cermees, Bondowosa
(SPPBS-121/PUPNCGC.18.04/2008 gl 17 Junl 2005;2004:01.000186
Tanah J:uk.urlrﬁgn lues 10.522 m2 dan bengunan wn%dlamnyn 1sb dim 5H
Mo. 28 an. Nocr gllas Bok Julla T, terleiak o Os Rambanwatan, Cemen,
Bandowoso (U] Ap 15,000,000,00)

PT BTN (Persaro) Cabang Madiun
34. Qatot Selyo Nugroho, JI. Ablmanyu No. 35, Madlun ({SPPBS5-06/
PUPNC.18.06/2003 1gl 10 Februarl 2005;9611,0538
- Tanah luas 150 m2 dan segala di atasnya tsb dim SHM No.537 an. Gatot Setyo
Mugrahe, tarletak dl Ds Arjasa, Arjasa, Jember (uj Rp 10.000.000,00]

Syarat-ayarat lslang :

8. Peserta lelang dlwajlbkan manyelor uang Jaminan sesusi vang tarera pada
masglng-maslng polnt =

b. Uang jaminan disslorkan ke rekening Bendahara KR! W Jember bi PT Bank Masdini
Cabang Jember dangan No. Fek. 143-0002103404, paling lambal saiw hari sebelum
pelaksanaan Lelang sara harus menyv.butkan nomar und barang yang akan ditawar,
dan begl peserta leleng penawarannya dlanggap tidak sah apablla barang
yang ditawar tidak sesual dengan obyek yung dissbutkan pada wakty menyeior bang
lami~au, Terhedap barang yeng sama setlap peserta hanys dapat menge|ukan
1 (saiu) penawaran.

c. Lelang dllaksanakan dengan penawaren secara tariulls, apabila penawsaran
belum mencapal harpa limh elau lerdapat dua penawar atau lsbi dengan penawaran
sama maks skan dianjutkan dengan penawaran secara tesrbuka

d. Pemenang lelang H ditvnjuk wajlb melunaal harga lelang secara funal
dalam walkbu 1 {quﬁ karje ratelah pelaksenaan Lolang

+ . Apablia bareng wilaan yang dimaleud dibatalkan atay ditunds pelaksanasn lelangnya

maka uang Jaminan yang lelah disetorkan tdak blsa dalinker untuk cbyek lain,

. Apablia karenn suatu hal lerjadl pambatalan/penundaan dslang terhadup salah satu
barang atau baberape barang sllasn lerssbutl dl atas, pihek-pihak
yang berkepantingan/peminal lalang ek dapat melakukan tuntulsn dalsm beniuk
spapun kepada PUPH Cabang Jews Timur/KP2LN Jember dan Bank
‘ang bersangkutan

g Infarmanl leblh lanjul dapal menghubung! KP2LN Jember, Jalan Mastrip
o, T8 Jember, Tedepon ; 0331-335058

Wakiy dan Tempat Lalang

Lelang dliaksanakan pukul 10.00 WIB, pada harl Selasa ta nggel 30 Agustus 2005
bertenipat di PT Bank Mandlsl (Perserc) Cabang Jember, Jatan A Yan| No. 3-Jarmbar

Jamber, 12 Agusiue 2005
Tid;
Kepiin Kenlor
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F PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR SRR LETRLEY
mlan Mastrip No. Fih Telepon : (U331) JISISH

Jember 68121 'FaEﬂE.IIe : {11.33 1) 335958

SURA'T PERINTAII PENJUALAN BARANG SITAAN
NOMOR : SPPBS <> /PUPNC.18.04/2005

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR

Menimbang  a. Bahwa Sdr. Hardiyanto/UD Harapan, JI. Gajah Mada No. 252, Jember sclaku
Penanggung Hutang/Penjamin Hutang kepada Negaru Cq. Pl Bank Mandin
(Persero) Cabang Jember temnyata hingga szat ini tidak memenuhi kewajiban vang
telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor SP-606/PUPNC. 18/2004 tanggsl 19
Juli 2004 walaupun telah dilaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah
Penyitaan Nomor SPS-117/PUPNC. | 8.04/2004 tanggal 30 Agustus 2004 :
b. Bahwa uniuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu melelang
barang jaminan dan atau harta kekaynan lain milik penanggung hutang dan atau
penjamin hutang yang bersangkutan

Mengingat | |. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negarc
(Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahar, Lembaran Negara Nomor
2104),
2, Keputusan Presiden Nomor |1 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
dan Badan Urusan Piulang Negara,
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK 0872002 tanggal 26 Februan 2002
tentang P anitia Urusan Piutang Negara,
4, Keputusan Menteri Keuangan Nomor JOOMKMEK.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Megar,
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 0S/KM, 08/PUPN/2004 tanggal 01 Maret 2004
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggola Panitis Urusan Piutang Megars
Cabang dari Unsur Departemen Keuangan,
MEMERINTAHKAN
Kepada . Kepala KI2LN Jember
Pertama - Melaksanakan Penjualan melalui lelang Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lain

milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang tclah disia berdasarkan
Beritu Acara Penyitaan Nomor | BAP - 2004.02.0043/W PL.O6/KP.04/2005 tanggal 16
Februari 2005 sebagaimana tercantum dibawah ini :

I. Sebidang tanah pertuniun (tegal) tersebut dalam SHM No. 10/Banjarsan, seluas 7.010 m2, atas nama
Raden Mohamad Firduus Dizam Zamir, berikut segaa aps yang ada diatasnya terletak di Desa
Banjarsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember,

2. Tanah pertanian (icgal) tersebut dalam SHM No, 12/Banjarsari, seluas 22,180 m2, atas nama Raden
Mohamad Firdaus Dizam Zamir. berikul segala apa yang ada diatasnys teretak di Desa Banjarsan,
Kz, Bangsalsar, Kob Jember.

Keduu  Uasil lelang dimaksud diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh
Penanggung Hutang dan atuy Penjamin Hutang, dun hak Penyerah Piutang diserahkan
kepadn Penyerah Piutang serta Biaya Administrasi  Pengurusan Piutang MNegara
disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di  : Jember

Pada Tanggal g Q [/1] 70

it H’}“ Paritia -g l“‘m UL
4o /Anggota PUPN

AT

iz Jawa Timur

NIP. 060042728
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